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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua
orang hakam itu berkamsud mengadakan perbaikan, niscaya Alldh

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Alldh Maha
Mengetahui lagiMaha Mengénal?

! Depak RI, Al-Qur'an Terjemanannya, (Semarang: CV. toha putra. 1289},
hlm. 76
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PUTUSAN PERCERAITAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA
IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1816/PDT. G/2015/PA. WSB)

Ahmadi
NIM. 19913015
ABSTRAK

Manusia hidup diciptakan berpasang-pasang dalam sebuah ikatan
pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi manusia
untuk menjaga eksistensi hidupnya. Pada saat melakukan pernikahan
setiap pasangan berharap dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera,
sakinah, kekal sampai maut menjemput.

Pokok permasalahan penclitfan-studi putusan yang berjudul Analisis
Yuridis Terhadap Pertimbangan 'Hakim Meéngenai Putusan Perceraian
Pegawai Negeri Sipil Tanpa| lzin® Atasan: (Studi Putusan Nomor:
1816/PDT. G/2015/PA. WSB) yang.bertyjuan untuk menjawab masalah
tentang: Bagaimana pertimbangan hakim ndalam memutus perkara
perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan di Pengadilan Agama
Wonosobo. Dan Bagaimana analigis - yuridis terhadap perkara No:
1816/PDT. G/2015/PA. WSB. Tersebut.

Hasil penelitian \adalah, Pertimbangan- Hakim,dalam memutuskan
perkara Nomor: 1816/PDT. G/2015/PA."WSB. ‘mengenai perceraian
Pegawai Negeri sipil Tanpa Izin. Atasaf\berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahuo 1975 Tentang/Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak adanya lagi
kecocokan di antara kedua belah pihak yang merupakan tujuan dari
perkawinan dan siap menangung segala resio. yang telah di buat sesuai
surat keterangan bertanggal 17 Mei 2015. Pertimbangan Hakim tersebut
telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar di
Pengadilan Agama. Adapun pengantian surat izin dari atasan menjadi surat
keterangan oleh pemohon atas peringatan dari hakim juga telah sesuai
dengan butir ke-5 SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983.

Kata kunci: Hakim,Perceraian, Pegawai Negrin Sipil PNS, Pejabat Atasan
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DIVORCE DECISION FOR THE CIVIL STATE APPARATUS
WITHOUT SUGPERIOR’S PERMISSION ISLAMIC LAW
PERSPECTIV
(STUDY IN DECISION NUMBER 1816/PDT. G/2015/PA. WSB)

Ahmadi
NIM. 19913015
ABSTRACT

Human are created in pairs in a bond of marriage, which becomes
Sunnatullah (tradition of Allah) that applies to humans to purposely
maintain the existence of human lives. In a marriage, it becomes an
expectation for each couple to have a prosperous, peaceful and eternal
household until the death.

The main research (problem ‘regarding the study on the decision
entitled Juridical Analysis|towards the legal consideration of Judge on the
Divorce Decision for Civil Servants without the Superior Permission
(Study in the Decision Numberf1816/PDT.G/2015/PA.WSB) aims to
answer the problem of: How the judges’ considerations in making decisions
in the case of divorce among civil seryants without the superior permission
at the Religious Court Wonosobe-and-how the juridical analysis of case
No: 1816/PDT. G/2015/PA. WSB really is.

The results of'the researchshowed thatAhe Jtidge's consideration in
deciding the case Number:.1816/PDT, G/2015/PA. WSB. regarding the
divorce of civil servants without-the supetvisor's permission was based on
Article 1 of Law Numbers] of 1974-on Marriage and Article 19 letter (f)
of Government Regulation Number 9-of1975 on the Implementation of
Law Number: 1 of 1974 on Marriage. It is stated that if there is no longer
any harmony between the two parties, which is the goal of marriage and
both are ready to have all risks, which has been made in accordance with
the certificate dated May 17, 2015. The judge's considerations have been
based upon the formal and material law as the basis for the Religious
Courts. Meanwhile, the replacement of the permission letter from the
superior into a certificate by the applicant from the warning of the judge
has also been in accordance with the 5" point of SEMA Number: 5 of 1984
on the Instructions for Implementing Governinent Regulation Number: 10
of 1983.

Keywords: Judge, Divorce, Civil State Apparatus, Superior Officer
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Segala puji bagi Allah yang tiada bertambah kerajaan-Nya karena
pujian, tiada pula berkurang karena eacian. Segala puji bagi Allah yang
tiada berguna bagi-Nya ketaatanhambéytidak pula kemaksiatan mereka
dapat mencederai-Nya. Segala puji,bagiAllah yang tetap kaya meski
hamba-Nya bersyukur ataupun Kufur,Shalawat dan salam kepada Nabi
Muhammad Saw, teladan terbaik sepanjang masa. Sungguh hidup ini
semata demi mati husnul-khatimali dan meraih ridha-Nya.

Setelah melalui berbagdi”'halangan’ dan rintangan yang
membentang, yang terkadang menjadi masalah atau_beban pikiran,
penyusun sungguh\ bersyokutr 'kar€fia ~penulisan’ tesis ini dapat -
terselesaikan dengan jujur danytepat waktu. Benarlah kata pepatah, tiada
kelezatan kecuali setelah bersusalipayah. Meski tesis ini jauh dari
kesempurnaan, namun penyuisun fnérasa bahagia karena telah berusaha
maksimal. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh sadar akan
kerendahan diri, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:
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Universitas Islam Indonesia;

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Selaku Dekan
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. Ibu Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Program Studi Magister
Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia;

. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Sebagai Dosen pembimbing
Tesis, Yang telah membimbing dengan ikhlas dan setia.
Mohon ridai penyusun dalam ilmu dan pengalaman yang telah
bapak ajarkan.

. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
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. Keluvarga besar Magister IImuAgama Islam Fakultas IImu
Agama Islam Univérsitas islaniIndonesia, khususnya teman
se-jurusan Hukum Islam angkatan 2019 Ganjil.

Urutan di atas sama sekali tidak berarti dari yang paling banyak
membantu sampaj_yang paling sedikit,-atau sebalikhya. Kesemuanya
telah membantu penyusunessesuai proporsi dan perannya masing-
masing. Kepada mereka sefnmia-penyusunt mengucapkan terima kasih
banyak. Penyusun meémbukadiri, dari KritiK'dan/saran, koreksi ataupun
tambahan-tambahan seluas-luasnya demi karya sederhana ini menjadi
lebih baik dan paling tidak, tidak menyesatkan. Pada akhirnya penyusun
berharap kepada Allah SWT semoga karya sederhana ini dapat
bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia, dan diterima di sisi-Nya
sebagai ‘amal jariyah.

Yogyakarta, 10 Juli 2021
Penyusun |

Ahmadi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup diciptakan berpasang-pasang dalam sebuah
ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku
bagi manusia untuk menjaga eksistensi hidupnya. Pada saat
melakukan pernikahan setiap pasangan berharap dapat membentuk
rumah tangga yang sejahtera, ;sakinah, kekal sampai maut
menjemput. Hal ini sejalah dengan “tujuan ideal perkawinan,
sebagaimana ditegaskan dalami*Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 bahwa “Perkawinan adalahyjkatanlahir batin antara seorang
pria dengan wanita sebagaizsuami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa?

Membentuk | pkelvargar—artinya~ | -membentuk  kesatuan
masyarakat kecil” yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.
Membentuk keluarga yangsbahagia, rapat hubungannya dengan
keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan
pendidikan menjadi hak 'dan kewajiban kedud orang tua.?

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami
isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang
dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang
kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan

2 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang—
Undang (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

} Djamaan Nur, “Figih Munakahat” (Bengkulu: Dina Utama Semarang
{DIMAS), 1993), him. 4.



yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu
pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut
kehendak pihak-pihak?

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling
pengertian dan saling memahami antara kepentingan kedua belah
pihak, terutama bagi yang terikat dengan hak dan kewajiban.
Karena Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi
syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum.
Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya
selaku suami istri dalam keluarga.? Jika masing-masing suami-istri
menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung
jawabnya akan terwujudiah—ketenteraman dan ketenangan hati
sehingga sempurnalah k&bahagiaan suami-istri tersebut.

Namun meskipun|hak dan/ kewajiban suami istri sudah
terpenuhi, masih saja  terjadi“suatw perselisihan dalam rumah
tangga. karena hal tersebut merupakan bumbu dari hubungan
perkawinan sehingga permasalahan yang dihadapi pasangan suami
istri haruslah dihadapi defigan saling bahu membahu untuk bisa
keluar dari masalah yang-tengah dihadapi,dalam bahtera rumah
tangga. Namun' perbedaanprinsip; pandangamdan kepentingan
sering kali menimbulkdn-permasalahan dalam pernikahan mereka.
Perbedaan tersebut menyebabkan ikatan suci rumah tangga harus
berakhir dengan' adanya-—konfliks ‘dan /sering berujung pada
perceraian. Dalam hukum islam, perceraian disebut thalaq artinya
melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Syabiq, “Talak
artinya melepaskan ikatan perkawinan®.¢

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam
penyeleseaian  perselisihan dan kemelut rumah tangga

# Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan
Tulisan) (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), him. 43-44.
$ Abd.Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

® Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-
Undang.., him. 52



menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi
dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan
menyebabkan perpecahan keluarga kedua bela pihak.”

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang
tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun
kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh
Rasulullah saw. Dalam kehidupanya. Islam tidak menghendaki
seseorang membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini
berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaraan agama.?

Talak merupakan lembaga hukum Islam yang dijadikan
sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara
suami isteri dalam sebuah rumah,tangga yang sudah tidak dapat
dipertahankan, bahkan dapat, ‘mendatangkan kemudaratan bagi
pasangan suami isteri. Oleh karenasitu perceraian menurut hukum
Islam adalah suatu perbuatan halal| (makruh) tetapi dibenci Allah.
Secara subtansial perceraian-mierupakan alternatif terakhir yang
ditempuh suami maupun isteri, bila-ikatan pernikahan tidak dapat
dipertahankan keutuhannya, setelah upaya maksimal untuk
mengantisipasi agar jangan terjadi perceraian®

Dalam praktiknya, al=-Qur’an/dan’as-Sunnah tidak mengatur
secara rinci tata cara menjatuhkan.talak. Karena itu terjadi
perbedaan pendapat” ulama dalam ‘masalah’ ini.* Ada ulama yang
memberikan aturan yang ketat seperti harus dipersaksikan atau
dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali
seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami dapat
menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi

7 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan,
(Yogyakarta: Libertiy, 1796), him. 119,

¥ Supardi Mursalim, Menolak Poligami (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2119),
hlm. 1.

® Dedy Supriyadi, Sejarah Hukum Islam {dari Kawasan Jazirah Arab sampai
Indonesia), cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007}, him. 381.



karena talak itu adalah hak suami. Sedangkan menurut peraturan
perundang-undangan pemerintah dinyatakan bahwa untuk
menjaga agar aturan syariat dapat berjalan dengan baik, maka talak
tidak dilakukan secara arogansi karena berdampak negatif.'®

Jadi perceraian (talak) merupakan sesuatu yang boleh
dilakukan tetapi sangat dibenci Allah. Tidak diharamkannya talak
menurut hukum islam, bukan serta merta memberi kebebasan
seseorang untuk melakukan hal tersebut. Seseorang boleh
melakukan perceraian dengan adanya alasan sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami-danistesi itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri”"

Dalam Kompilasi Hitktim Islam {KHI) menambahkan “Suami
melanggar taklik talak] peralthanmagama atau murtad yang
menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”
sebagai alasan perceraiany (Selain-mengatur alasan perceraian,
hukum positif juga mengatur syarat-syarat, prosedur ataupun hal
lain yang terkait dengan-—persealan, perceraian. Pada dasarnya
perundang-undangan di “Indonesia " utamanya” yang mengatur
tentang perceraian bersifat umum, syakni diperuntukkan bagi
seluruh masyarakat Indonesia.'?

Namun, pada kenyataannya terdapat peraturan perundang-
undangan khusus yang diberlakukan pada Pegawai Negeri Sipil
(PNS) seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang

9 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima mazhab, cet. Vil (Jakarta:
Lentera, 2001), him. 441-442.

M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indenesia (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1981), 43. ’

12 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum
Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 (Jakarta: DPBPAIL, 2000),
hlm56-57.



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil."*

Sebagai mana dijelaskan dalam PP No 45 tahun 1990
perubahan atas PP No 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: pertama
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
Kedua Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan
sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan
permintaan secara tertulis. Ketiga Dalam surat permintaan izin atau
pemberitahuan adanya gugatan( perceraian untuk mendapatkan
surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang
mendasarinya. Maksud isi dari BP [No 45 tahun 1990 pasal 3 ayat
1,2 dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan
perceraian, wajib memperoleh izin/ tértulis atau surat keterangan
terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang
pria maupun wanita ] Derigan [demikianperatufah yang diatur
dalam perundangundangan haruslah ditaati sebagai hal yang harus
dilakukan, apalagi oleh pegawainggeri sipil selaku aparatur negara
yang berkewajiban ;nemberikan,conteh yang baik selaku instansi
pemerintahan negara, akan tetapi selalirada hal yang membuat
masalah yang kadang jalan keluar dari sebuah masalah tidak sesuai
dengan apa yang telah dicatatkan dalam aturan yang ada. -

Begitu juga dalam teknis administrasi peradilan agama yang
diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" Sudibyo Triatmojo, Hukum Kepegawaian mengenai Hak dan Kewajiban
Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), him. 27.

" Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil,(Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hlm, 65.



Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, bahwa pada pendaftaran perkara
tingkat pertama ada beberapa dokumen yang perlu diserahkan
kepada petugas meja. Di antaranya menyerahkan surat gugatan
atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Agama yang berwenang, menyerahkan surat kuasa khusus (dalam
hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain), dan
khusus bagi PNS salah satu dokumen yang harus dilengkapi yaitu
surat izin cerai dari atasan PNS*

Kalau dilihat dari persyaratan tersebut bagi Pegawai Negeri
Sipil yang akan bercerai sangat dipersulit. Adanya aturan khusus
tersebut dikarenakan ia merupakan aparatur negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi-teladan, baik dalam bertindak,
bertingkah laku, dan taat‘pada peraturan perundangundangan yang
berlaku. Di samping itt, pengkhususan aturan tersebut adalah

sebagai upaya untuk meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan
PNS.

proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah
satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS
(Pegawai Negeri,Sipil) tidaklah-semudah. proses.perceraian untuk
pasangan sudmi istri yang-bukart PNS. Hal ini“disebabkan karena
seorang PNS merupakan | abdi\magsyarakat yang terikat kerja
dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan
bagi masyarakat, “sehingga ‘perceraian™bagi seorang PNS
merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Mengenai
perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10
Tahun 1983

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara,
abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat

15 1hid..., hlm. 67.
'8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islant dan Peradilan Agama..., him. 47.



melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditunjang oleh kehidupan
berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu
masalah-masalah dalam keluarganya."”

Banyak contoh masalah perkawinan yang tidak bisa
diselesaikan sendiri secara musyawarah sehingga harus
mengambil jalan hukum yaitu mengangkat permasalahan ke
pengadilan untuk mendapat pemecahan masalah yang sebaik
baiknya yang nanti dirasa jalan terbaik sebagai suatu pemecahan
permasalahan terbaik, oleh karena itu putusan oleh hakim sangat
penting dimana Putusan yang dikeluarkah oleh hakim merupakan
suatu pernyataan yang diucapkan elehchakim dalam persidangan
dan bertujuan untuk sekaligus'menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai
sebagai suatu pernyataan oleh hakim scbdgai Pejabat Negara yang
diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu
perkara atau serigketa antara piliakyang berpekara.’®

Sehubungan dengan hal-tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil
(PNS) diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan
perkawinan dan perceraian (Pegawai-Negeri/Sipil (PNS) harus
memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan,

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti
tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih [lanjut
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam
memutuskan perkara perceraian PNS tanpa adanya surat izin cerai
dari atasan, serta kedudukan putusan dalam perkara tersebut, yang
dituangkan dalam judul tesis “PUTUSAN PERCERAIAN

17 ibid.

18 Zainuddin. “ftshat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di
Indonesia,” jurnal Al-Alwal, Vol. 12, No. 1 {Maret 2019), hlm. 29-45.



PEGAWAI NEGRI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (studi k
Putusan Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.)”

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup
penelitian ini pada Putusan Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB
mengenai perceraian bagi pegawai negri sipil, dari fokus penelitian
di atas, maka penulis menghasilkan 2 (dua) pertanyaan penelitian,
yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara
perceraian pegawai negeri sipil dipengadilan agama wonosobo,
Perkara Nomor 1816/pdt=G/2015/'PA.WSB.?

2. Bagaimana dalam timjauanyuridis terhadap putusan Nomor
1816/pdt. G/2015/ PAYWSB.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalallsesuatu/hal yang ingin dicapai oleh
penelitian yang nantinta diuraikan dalam pembahasan hasil atau
temuan penélitian.|Pengantuman $ujian penelitian dimaksudkan
agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut,
Satu tujuan penelitian«adalah/mginvmengetahui hubungan satu
vareabel dengan mareabel-lainnya;-maka peneliti harus berupaya
kea rah situ."” Maka dari itd tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara PA Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.

2. Untuk menganalisis secara Yuridis PP Nomor 10 Tahun 1983
dan PP Nomor 40 Tahun 1990 tentang pernikahan bagi pegawai
negri sipil.

¥ Mohamad Mulyadi, “Reset desain dalam metodologi penelitian,” jurnal
studi komunikasi dan media Vol.16, no.1 (2012), hlm. 77.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar
kajian hukum tentang putusan perceraian pegawai negri sipil
tanpa izin atasan,

2. Manfaat Praktis
Bagi Masyarakat. Tulisan ini diharapkan mampu
memberikan atau menambah pengetahuan serta pemahaman
mengenai putusan perceraian pegawai negri sipil tanpa izin
atasan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan inidibagi dalam 5 (lima) bab.
Masing-masing bab terdiri“dari beberapa sub bab dengan tujuan
agar pembahasan tesis ini“tersusun secara sistematika. Adapun
sisematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang
masalah, fokus dan\ pertanyaan—peneliti, tdjuan- dan manfaat
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka
teori yang meliputi:\penelitian “terdahithu fang berupa buku,
disertasi, media cetak dan online maupun jurnal hasil penelitian
yang membuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang
telah dilakukan sebelumnya. kerangka teori yang digunakan dalam
penelitian ini yang meliputi perceraian, Pengaturan Hukum Khusus
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, prosedur pengajuan
perceraian dan pengertian PP Nomor 10 tahun 1983.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi:
putusan PA No 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB. Tentang Perceraian
pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dan data yang di perlukan
seperti surat keterangan bermatrai sebagai ganti dari surat izin
atasan bagi pegawai negeri sipil.
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Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan
tentang judul penelitian dan pertanyaan penelitian. Dalam tesis ini
penulis akan membahas dan menganalisis mengenai Analisis
Yuridis Terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin
atasan penelitian Putusan PA No 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.

Bab V memuat kesmpulan yang berisi jawaban dari pokok

permasalahan yang tercantum dalam pertanyaan peneliti dan saran-
saran serta penutup.



BABII
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (Prior Research Topic)

Dari studi pendahulu yang telah penulis lakukan serta
penelusuran terhadap berbagai sumber tentang perceraian,
khususnyan dalam perceraian bagi pegawai negri sipil untuk
menghindari objek yang sama, penulis menemukan beberapa
sumber baik itu dari jurnal, penelitian yang mengkaji seputaran
perceraian. ‘

Artikel penelitian dengany judul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis
Terhadap Putusan Mahkamah“Syar’iyah Banda Aceh Nomor:
0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang ditulis -oleh Muslim zainuddin.?®
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiamana penegakan
hukum tentang Perubahan/Talak Tiga-Menjadi-Talak Satu Analisis
Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor:
0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. dengan menggunakan metode yuridis
normatif, disimpulKanbahwa perteratan dapat dilakukan di depan
persidangan atau dipengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menyelesaikan perkara
dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak selain itu
melekukan perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak
akan dapat hidup rukun kembali maka dapat disimpulkan
bahwasannya talak tiga tidak jatuh melainkanya talak 1 (satu).
Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab

» Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak
Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna,” jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,
Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), him. 193 —211.
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dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak
meremehkan tentang talak tiga dan tidak menimbulkan
kesewenangwenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal
talak tiga.

Artikel penelitian dengan judul “Pembacaan Baru Konsep
Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'ld Al-‘Asymawi” karya
Muhammad Fauzinuddin Faiz.?' Peneliti ini menjelaskan bahwa
dalam pemikiran al-‘Asymawi memiliki kepegawaian untuk
berdiskusi  dengan  kelompok-kelompok Islam, dengan
menggunakan metode normatif artikel ini menyimpulkan bahwa
hukum Islam dan dialektikanya dengan kenyataan umat Islam
terkini selain itu dengan jalinan-hubungan tanpa tapal batas dan
berkomunikasi intens déngan keilmuwan yang berkembang di
Barat, memungkinkan al-‘ Asymaw?1 dapat mengenal logika-logika
hukum yang bersumber|darioranglain|/(Barat).

Artikel penelitian dengan judul “Reformulasi Hukum Talak Di
Luar Pengadilan” karya Makmun Syar’i. Peneliti ini bertujuan
untuk mengetahui pada zantan sekarang berada pada generasi yang
hidup jauh dari kehidupan-Rasulullah. dan para imam mazhab
menggunakan-metodeVpenelitian “yuridis/normatif, disimpulkan
bahwa Sectiap fenomena-sosial pudaya/yang berkembang dengan
aneka ragamnya, tidak lagi mendapatkan petunjuk atau jawaban
secara langsung wahyuticun dari-Alah, yntuk itu agar pesan al-
Qur’an selalu berinteraksi, beradaptasi dan berasosialisasi senada
dengan budayanya, misalnya di saat menyelesaikan persengketaan
rumah tangga yang mengarah kepada sebuah putusan yang disebut
dengan perceraian (talak), harus merujuk kepada nas dengan

2 Muhammad Fauzinuddin Faiz, “Pembacaan Baru Konsep Talak Studi
Pemikiran Muhammad Sa‘ld Al-‘Asymawi,” jurnal Epistemé, Vol. 10, No. 2
(Desember 2015), hlm 274-286.

2 Makmun Syar’l, “Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan,” jurnal
Mazahib, Vol. X1V, No. | (Juni 2015), hlm. 65- §9,
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berbagai isterpretasi, schingga putusan perceraian yang terjadi
tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai maslahah.

Artikel penelitian dengan judul “Kedudukan Taklik Talak
Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum
Positif” karya Hasanudin.”® menjelaskan bahwa Kedudukan taklik
talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai tiga fungsi, dengan
menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa
Pertama sebagai salah satu perjanjian perkawinan, Kedua sebagai
alasan gugatan perceraian dan Ketiga sebagai kekuatan spiritual
perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik
talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian
perkawinan pada umumnya, -yaita taklik talak sekali sudah
diucapkan dan diperjanjika n tidak dapat dicabut oleh pihak
manapun juga termasuk suami Yang'mengucapkannya.

Artikel penelitian dengan judul ™ Kontekstualisasi Cerai Talak
Melalui Fikih dan Hukum“Nasional di |Indonesia” karya Fikri,
Saidah.?* menjelaskan bahwaCerai talak dalam fikih dipandang
sah ketika suami memenuhi rukun dan syarat untuk menjatuhkan
kepada istrinya: Dengan menggunakan metode yuridis normatif,
disimpulkan bahwa Cerai talakmeniang tidak ada kémestian dalam
fikih klasik yang mengharuskan dilakukan di depan Pengadilan
Agama, akan tetapj perkara cerai talak dapat digiyaskan dengan
perkara yang sejenis yang terjadi dalam-masyarakat Islam pada
saat itu, agar dihadapkan kepada hakim sebagai upaya untuk
menyelesaikan perkaranya, Konteks dalam fikih bahwa hakim
digiyaskan sebagai Peradilan Agama yang berfungsi
menyelesaikan setiap perkara masyarakat Islam, Konsekuensi
hukum yang ditimbulkan disebabkan cerai talak yang dilakukan

B Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan Hukum Positif,” jurnal Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No.
1 (Juni 2016),hlm. 45-60.

* Fikri, Saidah, “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum
Nasional di Indonesia,” jurnal Al-Uhim, Vol. 19, No. 1 (Juni 2019), hlm. 151-170.
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oleh suami dalam masyarakat yang tidak dilakukan dalam
Pengadilan Agama, istri tidak bisa mendapatkan atau menuntut
haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi
korban perceraian menjadi terlantar.

Artikel penelitian dengan judul “Penerapan Nafkah Mut’ah
Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul” karya Rusdi Rizki
Lubis.” menjelaskan bahwa nafkah mut’ah, dan perkara perceraian
bagi setap orang dengan talak Talak Qobla Dukhul. dengan
menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa suatu
pemberian dari suami kepada bekas istinya sebagai penghibur atas
talak yang dijatuhkan kepadanya. Bagi istri yang dicerai talak
qgobla dukhill tidakberhak _mendapatkan nafkah mut’ah
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), Dasar hdkum inilah yang digunakan hakim
Pengadilan Agama Bekasgidalam-memutuskan perkara perceraian
gobla dukhtl, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Bandung dalam menerapkan pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam tersebut  haruslah’/melihat terlebih dahulu apa
penyebab terjadinya qobla dukhil tersebut.

Artikel' penelitian‘denganudul! “Khulw(Talak Tebus) Dan
Implikasi Hukumnya Dalam, Perspektif Hukum Islam” karya
Henderi Kusmidi.? menjelaskan bahwa Islam memberlakukan
keadilan untuk wanita'dalam| riang-lingkup rumah tangga, hal ini
dibuktikan adanya hak khulu™ bagi wanita. dengan menggunakan
metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Kebolehan khulu™ itu
adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan
kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa
merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari

¥ Rusdi Rizki Lubis, “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak
Qobla Dukhul,” jurnal Mizan; Jurnal Hmu Syariah, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015),
him. 237.

% Henderi Kusmidi, “Khulu’ Talak Tebus Dan Implikasi Hukumnya Dalam
Perspektif Hukum Islam™ jurnal El~dfkar Vol. 7, No | (Januari-Juni 2018), him 30 -
50.
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istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Hukum khulu® itu
adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan
suami istri. Apabila suami berhak melepaskan diri dari hubungan
dengan istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai
hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan
cara khulu“, Hal ini didasarkan kepada pandangan figh bahwa
perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak
dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain atau alasan-alasan
yang dibenarkan oleh syara'.

Artikel penelitian dengan judul “Kedudukan Talak Di
Pengadilan Perspektif Sivasah Syar’iyah” karya Miti Yarmunida,
Busra Febriyani.?” menjelaskan-bahwa Ketetapan talak di hadapan
hakim dan melalui proses peradilan. Dengan menggunakan metode
yuridis normatif, disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menjamin kemaslahdtan bagi masyarakat dan
menolak kemudharatan. Dengan menggunakan metode istinbath
al-zari’ah dan maslahah mursalah serta- menggunakan pendekatan
siyasah syar’iyah tentang kedudukan'hukum talak di pengadilan
adalah wajib dilakukan, ditaati oleh seluruh masyarakat muslim
Indonesia. Penulis menyadari_baliwa.penelitian\inDbelum tuntas,
maka perlu digali lebil~dalams aspek lainnya agar dapat
memperkuat hasil penelitian ini.

Artikel penelitian'-dengan ‘judul"Ta'lik Talak Dalam
Perspektif Figh Dan Kompilasi Hukum Islam Analisis
Perbandingan” karya Muh. Sudirman Sesse.”® menjelaskan bahwa
Mengenai Ta’lik Talak, terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha, di
antaranya ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak
membolehkan, Di Indonesia nampaknya, Ta’lik Talak telah ada

¥ Miti Yarmunida, Busra Febriyani, “Kedudukan Talak Di Pengadilan
Perspektif Siyasah Syar’iyah,” jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 2
(November 2019), 254-265.

2 Muh. Sudirman Sesse, “Ta’lik Talak Dalam Perspektif Figh Dan
Kompilasi Hukum Islam Analisis Perbandingan,” jurnal Hukwm Dikrum, Vol. 10, No.
2 (Juli 2012), hlm. 148-155.
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sejak zaman Belanda. Dengan menggunakan metode yuridis
normatif, disimpulkan bahwa sudah mengalami banyak perubahan
bahkan pada masa kemerdekaan sampai sekarang, rumusannya pun
telah ditetapkan oleh Departemen Agama dengan maksud untuk
melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang dari suami,
Dalam tata cara penyelesaian administrasi perkawinan Indonesia,
pembuktian tentang Ta’lik Talak menjadi bahagian yang amat
penting demi memenuhi tuntutan perundangundangan yang
berlaku bagi warga negara, terutama yang beragama Islam, hal ini
penting karena merupakan salah satu pembuktian di pengadilan,
jika terjadi kasus cerai gugat. Wallahu A’lam Bi al-Shawab.

Artikel penelitian dengan-judul-“Perceraian Melalui Media
Sosial” karya Desi Asmaret.”” menjelaskan bahwa Hukum talak
melalui media sosial seperti SMSpFace Book, CHAT (BBM, YM,
Skype, dan WhatsApp).; Dengan’ menggunakan metode yuridis
normatif, disimpulkan |bahwa  sah dan digiyaskan kepada talak
dengan tulisan dengan Mlatnya adalah keduanya merupakan pesan
cerai melalui teks yang: bukan verbal (lisan). Para ulama fikih
(fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai
sama dengan ucapan)) Syarat untukyjatuhnya talak melalui media
sosial adalah: pertama~Si Suami benar-benar meniatkan talak
kepada istrinya. kedua Sifistri-harus melakukan konfirmasi terlebih
dahulu kepada si'suami) Atasssemua‘kemungkinan ini maka Al-
Qur“an sudah memerintahkan pentingnya tabayyun (klarifikasi)
ketika memperoleh informasi. Meskipun secara syar™i talak
melalui media sosial adalah sah, namun secara hukum positif talak
tidak lansung jatuh karena mestilah diikrarkan dulu di hadapan
Pengadilan Agama sebagai legalitas dan akurasi talak secara
administratif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Artikel penelitian dengan judul “Perceraian Di Bawah
Tangan Dalam Perspektif Hukum Isiam Dan Hukum Positif” karya

* Desi Asmaret, “Perceraian Melalui Media Sosial,” jurnal MENARA Himu,
Vol. XII, No. 6 {(Juli 2018), hlm. 64-76.
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Latifah Ratnawaty.? memjelaskan bahwa Hukum Perkawinan
Indonesia memberikan sah nya perceraian itu, jika perceraian
dilakukan didepan pengadilan. dengan menggunakan metode
yuridis normatif, disimpulkan bahwa sahnya perceraian itu ketika
telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai atau talak
di bawah tangan menurut hukum Islam figih Islam adalah sudah
sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-
akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat-
akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut Hukum Positif
Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat
pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibatakibatnya,
dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan
tidak sesuai menurut aturaf hukum yang berlaku. Akan lebih baik
cerai atau talak yang telah-dilakukan seharusnya didaftarkan di
Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh negara sebagai peristiwa
perceraian sehingga mendapatkan bukij akta cerai sehingga bisa
menjamin adanya kepastiarchukyn,

Artikel penelitian dengan/judid' “Model Penjelasan Intensi
Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan” karya Asniar
Khumas.* menjelaskan bahwa intensiteral dipengaruhi oleh daya
tarik negatif kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan dan
tidak bertanggung jawab, hambatan bercerai, dan keyakinan akan
hidup lebih baik setelah bercerai, dengan ménggunakan metode
yuridis normatif, didisimpulkan bahwa Intensi bercerai perempuan
kuat karena daya tarik negatif (hal-hal tidak menyenangkan) sangat
dominan dalam hubungan perkawinan, Keyakinan harapan hidup
lebih baik apabila bercerai mencakup harapan bertemu dengan
pasangan yang berbeda, atau hidup lebih baik dan berkomitmen

% Latifah Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif,” judul YUSTISI, Vol, 4, No, 1 (Maret 2017), 112-
117.

3t Asniar Khumas, “Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di
Sulawesi Selatan,” jurnal Surnal Psikologi, Vol. 42, No. 3 (Desember 2015), hlm. 189-
206.
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untuk tidak menikah berpengaruh terhadap intensi cerai
perempuan. Perempuan memiliki keyakinan hidup lebih baik
setelah bercerai sehingga intensi bercerai yang dirasakan sangat
kuat.

Artikel peneliti dengan judui “Kebutuhan Ekonomi Dan
Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di
Pengadilan Agama Ambon)” karya Husin Anang Kabalmay.*
menjelaskan bahwa Tingkat perceraian berdasarkan etnis lebih
didominasi oleh pendatang dari [uar Maluku, pada umumnya
disebabkan oleh masalah ekonomi. dengan menggunakan metode
yuridis normatif, menjelaskan bahwa Pada umumnya istri dari
rumah tangga non pribumi-lebih. memilih minta cerai atau
mengajukan gugatan cerai daripada dimadu atau ditelantarkan
suaminya. Apalagi mereka pada umumnya telah terbiasa bekerja
mencari nafkah sejak méasa\muda sehingga memiliki kemandirian
ekonomi. Sedangkan faktor penyebab rendahnya angka perceraian
penduduk pribumi adalah//masih” ‘menguatnya kekerabatan,
solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal.

Artikel penelitian dengan.judul ‘Dampak Perceraian Orang
Tua Terhadap’/Anak” Karya-M. Yusuf, My-* menjelaskan bahwa
Perceralan mempunyai—pengarbth )yang sangat besar terhadap
perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia
Sekolah Dasar dan‘remaja. Dengah ménggunakan metode yuridis
normatif, Disimpulkan bahwa Diantaranya dapat menyebabkan
anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan,
prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak
pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan
dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga

32 Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan
Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon),” jurnal Tahkim
Vol. X1, No. 1 (Juni 2015), hlm. 71-92.

¥ M. Yusuf, My, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak,” jurnal
Al-Bayan, Vol. 20, No. 29 (Januari — Juni 2014}, hlm. 33-43.
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berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri
sebagaimana tersebut diatas. Pada umumnya anak-anak yang
keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya
hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi
menjadi tanggung jawab si ibu. Anak-anak dari keluarga sempuma
memiliki prestasi lebih baik diban dingkan dengan anak-anak dari
keluarga tidak sempuma yang orang tua nya bercerai. Dampak
perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia
sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan
prestasi belajarnya menurun.

Artikel penelitan dengan judul “Perkawinan Bawah Umur dan
Potensi Perceraian (Studi—Kewenangan KUA Wilayah Kota
Bogor)” karya Ani Yumartii dan Endeh Suhartini.** Menjelaskan
bahwa pertama, PPN - KUA di wilayah Kota Bogor telah berupaya
mewujudkan tertib administrasi.pendaftaran perkawinan, terutama
dalam melakukan verifikasi data fterhadap usia calon pasangan
yang akan melangsungkan perkawinan) Dengan menggunakan
metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa edaran Kementerian
Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH (Sistem Administrasi
Nikah) yang semakin| mémpersetnpid ruang-gerak masyarakat
melakukan perkawinan, cbawah ,umur, Meskipun peraturan
perundang-undangan telali” memberikan ' penegasan mengenai
batasan usia, akan tetapiffenomena perkawinan bawah umur masih
sering ditemukan di masyarakat. Kedua, fenomena maraknya
perkawinan bawah umur memiliki relevansi dengan tingginya
angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga
didominasi oleh pasangan berusia 21 — 30 tahun, karena kalaupun
perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya
umur menurut undangundang, masih memberikan peluang bagi
masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu
dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan

¥ Ani Yumami dan Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi
Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” jurnal Hukum 1US QUIA
JUSTUM, Vol. 1, No. 26 (Januari 2019), hlm. 193-211.
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istbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan bawah umur
berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing
pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang
disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan
berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam
menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak
sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian.

Artikel penelitan dengan judul “Jalan Terbaikku Adalah
Bercerai Denganmu” karya Very Julianto. 3* Menjelaskan bahwa
pasangan yang menikah menghadapi perscalan terkait visi-misi
pasangan, komitmen menikah, restu orang tua, perselingkuhan,
dan masalah terkait pembagian-peran dalam menopang ekonomi
rumah tangga, dengan [mienggunakan | metode yuridis normatif,
disimpulkan bahwa perlu dikomunikasikan agar pernikahan dapat
terselamatkan dari resikow, perceraian. Masalah-masalah ini
tentunya menimbulkan=ketidak bahagiaan pada salah satu
pasangan atau bahkan keduahya. Oleh karena itu, jika
permasalahan tersebut 'tidak 'mampu lagi membuat pasangan
bertahan dalam ikatan pernikahannya, maka perlu dipersiapkan
berbagai hallagar\pasangarr yang bercerai.dapat menyongsong
kebahagiaan pasca pergeraian.

Artikel penelitan_ dengan _judul “Dampak Perceraian,
Pemberdayaan Keluarga ‘Studi“Kasus-di/Kabupaten Wonogiri”
karya Muhammad Julijanto, Masrukhin. * Menjelaskan bahwa
Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain; tidak tanggung
jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan
pertengkaran, tinggal wajib, belum dikarunia anak, meninggalkan
kewajiban, penikahan pada usia muda. dengan menggunakan

¥ Very Julianto Jalan “Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu,” jurnal

Psikologi Integrarif, Vol. 5, No. 2, (juli 2017), hlm. 175-189.

% Muhammad Julijanto, Masrukhin, “Dampak Perceraian, Pemberdayaan

Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri” jurnal Buana Gender, Vol. 1, No. 1,
(Janvari-Juni 2016), hlm. 56-76.
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metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Kurang optimalnya
peran KUA melalui fungsi BP4 yang memberikan nasehat
pernikahan. Kebanyakan masyarakat yang datang ke BP4 sudah
kondisi kronis hubungan pernikahannya, sehingga tidak maksimal
dalam menyelesaikan masalah. Sementara dari aspek hukum,
pengadilan memberikan akses kemudahan dalam pengajuan
perkara di Pengadilan Agama, seperti dengan adanya sidang
keliling yang lebih pada penjemputan bola bagi para pihak yang
berperkara. Asas pernikahan yang kekal untuk selamanya,
perceraian dipersulit belum bisa mengerem laju tingkat perceraian.
Kebijakan dan pelayanan pemerintah terhadap peningkatan
kesejahteraan keluarga melalui pembinaan baik secara ekonomi
maupun keagamaan pérlu ~digalakkan kembali. Melalui
pemberdayaan keluarga kualitasibangsa dapat diraih.

Artikel penelitan dengang judul #“Pengamatan Sosiologis
Tentang Perceraian di (Aceh” karya| Muhammad Sahlan. 3
Menjelaskan bahwa tingginya-angka-perceraian akibat tingginya
tingkat pertumbuhan penduduk dari'tahun ke tahun. Faktor ini
sangat masuk akal karena laju pertumbuhan penduduk meningkat
setiap tahun. dengan |menggunakan metode-yufidis normatif,
dismpulkan pasangan j yang melakukan perkawinan dan
memutuskan untuk bercerai puni ‘bertambah setiap tahun. Faktor
bencana, perang atau konflik{ Tingginya‘angkd perceraian di Aceh
pada tahun 2005 tidak terlepas dari faktor bencana gempa dan
tsunami. Pada tahun 2004 angka perceraian di Aceh hanya
mencapai 2167 kasus, namun setelah bencana gempa dan tsunami
menimpa Aceh pada akhir 2004, angka perceraian membengkak
menjadi kasus atau meningkat dua kali lipat dari tahun
sebelumnya. Faktor industrialisasi dan urbanisasi. Tingginya
tingkat perceraian merupakan produk dari industrialisasi dan
urbanisasi, Pada saat itu, peranan keluarga berubah dan muncul apa

7 Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di
Aceh”, jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1,{April 2012), him. 88-96.
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yang disebut sebagai dualisme karir, yaitu suami maupun istri
sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama
pula.

Artikel penelitan dengan judul “Keabsahan Perceraian Yang
Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon” karya Husnul
Yaqin.?® Menjelaskan bahwa kekuetan hukum perceraian yang
dilakukan lewat media sosial. Dengan menggunakan metode
yuridis normatif, disimpulkan bahwa putusnya suatu perkawinan
antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan,
baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa
faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh
peraturan dalam Undang-undang-Nemor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Antara laif0 faktor yang menimbulkan perceraian
adalah faktor krisis ekonomi, faktor-moral, faktor meninggalkan
kewajiban. Dalam peromusan’ “ketentuan hukum  suatu
permasalahan atau peristiwa sg¢baiknya menggunakan instrumen
istibat hukum yang konfrehensi~agar tercapai kemaslahatan bagi
umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini
bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat
pengaruh positif bagi‘\perkembangan bangsa, dan agama. Namun
bukan pengguna SMS untuk melafadzkan alak dilakukan secara
semenamena oleh okmumni-okndm ‘yang ‘tidak bertanggung jawab.
Sebaiknya keberadaan peSan elektrohik lini\bisa disikapi dengan
sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-
akad muamalat lainnya.

Artikel penelitan dengan judul “Perceraian Secara Adat
(Cerai Dusun)” Kkarya Nurlizawati. ¥ Menjelaskan bahwa
Perceraian secara adat adalah perceraian yang terjadi di Desa Koto

* Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan

Melalui Media Telepon™ jurnal Mimbar Keadilan, Vol.12, No2 (Agustus 2019 —
Januari 2020), hlm. 155-166.

¥ Nurlizawati, “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”, Jurnal Socius:

Journal of Sociology Research and Educarion, Vol. 4, No.l, (Januari-Juni 2017), hlm.
50-59.
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Tengah Kecamatan Siulak, dalam cerai dusun melibatkan teganai
kedua belah pihak yang ingin bercerai. dengan menggunakan
metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Cerai dusun ini di
Desa Koto Tengah ini dikenal dengan istilah “lah beusai”. Alasan
cerai dusun tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah
pertama, karena kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk
membiayai perkara di pengadilan agama. Kedua pernikahan yang
dilakukan sebelumnya adalah nikah siri atau nikah lar. Ketiga
suami yang merantau ke negeri lain. Keempat, keinginan laki-laki
untuk berpoligami baik sebelum menikah atau pun setelah
menikah, serta supremasi hukum yang masih rendah. Saran yang
diberikan adalah hendaknya pemahaman masyarakat terhadap
tentang legalitas hukum [perceraian maupun pernikahan dapat
ditingkatkan, agar masyarakat ‘dapat mengetahui hak dan
kewajiaban yang sah secara-hukummiaupun adat dan agama, selain
itu juga menghindari sifat ketidak bertanggungjawaban dari suami.

Artikel penelitan dengan“judul—<Pengaruh Ketimpangan
Pendapatan Suami Istri Terhadap Dingginya Kasus Cerai Gugat
Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo” karya
Arlinta Prasetian, Dewi, \Budi" Setiawan. ¥* Menjélaskan bahwa
memang ada hubungan jyang kuat antara adanya ketimpangan
pendapatan suami dan istri defigan tingginya kasus cerai gugat
yang ada di Kabupaten Poriofogo,utamdnya pada keluarga tenaga
migrant wanita atau TKW. dengan menggunakan metode yuridis
normatif, disimpulkan faktor ketimpangan pendapatan ini sejatinya
bukan yang utama namun ada faktor pemicunya, seperti
pemahaman agama yang rendah sehingga masing masing pasangan
kurang mampu menghormati dan menghargai satu sama lain.
Disamping itu ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan
menjadikan istri merasa kerja kerasnya selama menjadi TKW tidak

“? Prasetian Dewi, Budi Setiawan. “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan
Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b
Kabupaten Ponorogo™, Jurnal of Islamic Family Law, Vol, 3, No. 2, ( Juli 2019), hlm.
119-131.
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ada artinya, ditambah lagi dengan campur tangan keluarga suami
dalam hal keuangan, ketidakmampuan mengurus anak, suami atau
istri yang tergoda untuk melakukan perselingkuhan karena tidak
cukup kuat mengahadapi hubungan jarak jauh dalam waktu lama
menjadikan adanya pertikaian yang tidak berkesudahan.
Kemandirian yang dipunyai istri pada akhirnya menjadikannya
berani untuk menuntut cerai dari suaminya.

Untuk mempermudah dalam memahami kajian penelitian
terdahulu, maka penulis menyajikan dalam bentuk table ulasan dari
penelitian terdahulu sebagai berikut:
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Tabel 1. Rangkuman kajian penelitian terdahulu

No

Penulis

Tahun

Judul

Kesimpulan

1

Makmun
Syar’l

2015

Reformulasi
Hukum Talak Di
Luar Pengadilan

fenomena sosial
budaya yang
berkembang dengan
aneka ragamnya,
tidak lagi
mendapatkan
petunjuk atau
jawaban secara
langsung wahyu turun
dari Allah, untuk itu
agar pesan al-Qur’an
selalu berinteraksi,
beradaptasi dan
berasosialisasi senada
dengan budayanya,
harus merujuk kepada
nas dengan berbagai
isterpretasi, sehingga
putusan perceraian
yang terjadi tidak
bertentangan dengan
syariat Islam dan
nilai-nilai maslahah.

Rusdi Rizki
Lubis

2015

Penerapan
Nafkah' Mt gh
Pada Perkara
Cerai Talak
Qobla Dukhul

suatu pemberian dari
suami kepada bekas
istinya sebagai
penghibur atas talak
yang dijatuhkan
kepadanya. Bagi istri
yang dicerai talak
qobla dukhil tidak
berhak mendapatkan
nafkah mut’ah
sebagaimana yang
tercantum dalam
Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam (KHI),
Dasar hukum inilah
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yang digunakan
hakim Pengadilan
Agama Bekasi dalam
memutuskan perkara
perceraian qobla
dukhtl.

Asniar
Khumas

2015

Model Penjelasan
Intensi Cerai
Perempuan
Muslim di
Sulawesi Selatan

Keyakinan harapan
hidup lebih baik
apabila bercerai
mencakup harapan
bertemu dengan
pasangan yang
berbeda, atau hidup
lebih baik dan
berkomitmen untuk
tidak menikah
berpengaruh terhadap
intensi cerai
perempuan.
Perempuan memiliki
keyakinan hidup lebih
baik setelah bercerai
sehingga intensi
bercerai yang
dirasakan sangat kuat.

Husin Anang
Kabalmay

2015

Kebutuhan
Ekgnomi Dan
Kaitannya
Dengan
Perceraian (Studi
Atas Cerai Gugat
Di Pengadilan
Agama Ambon)

umumnya istri dari
rumah tangga non
pribumi Jebih
memilih minta cerai
atau mengajukan
gugatan cerai
daripada dimadu atau
ditelantarkan
suaminya. Apalagi
mereka pada
umumnya telah
terbiasa bekeria
mencari nafkah sejak
masa muda sehingga
memiliki kemandirian
ekonomi. Sedangkan




27

faktor penyebab
rendahnya angka
perceraian penduduk
pribumi adalah masih
menguatnya
kekerabatan,
solidaritas
kekeluargaan dan
kearifan lokal.

Muhammad | 2015 Pembacaan Baru | hukum Islam dan
Fauzinuddin Konsep Talak dialektikanya dengan
Faiz Studi Pemikiran | kenyataan umat Islam
Muhammad Sa‘ld | terkini selain itu
Al-*Asymawl dengan jalinan
hubungan tanpa tapal
batas dan
berkomunikasi intens
dengan keilmuwan
yang berkembang di
Barat, memungkinkan
al-* Asymawr dapat
mengenal logika-
logika hukum yang
bersumber dari orang
lain (Barat).
Hasanudin 20Te Kedudukan sebagai salah satu
Taklik Talak perjanjian
Dalam perkawinan, sebagai
Perkawinan alasan gugatan
Ditinjau Dari perceraian, sebagai
Hukum Islam kekuatan spiritual
Dan Hukum perlindungan istri.
Positif Sebagai salah satu

perjanjian perkawinan
taklik talak
mempunyai
kekhususan dibanding
dengan perjanjian
perkawinan pada
umumnya, yaitu
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taklik talak sekali
sudah diucapkan dan
diperjanjikan tidak
dapat dicabut oleh
pihak manapun juga
termasuk suami yang
mengucapkannya.

Muhammad | 2016 Dampak Kebijakan dan
Julijanto dan Perceraian, pelayanan pemerintah
Masrukhin Pemberdayaan terhadap peningkatan
Keluarga Studi kesejahteraan
Kasus di keluarga melalui
Kabhupaten pembinaan baik
Wonogiri secara ekonomi
maupun keagamaan
perlu digalakkan
kembali. Melalui
pemberdayaan
keluarga kualitas
bangsa dapat diraih.
Latifah 2017 Perceraian Di sahnya perceraian itu
Ratnawaty Bawah Tangan Ketika telah

Dalam Perspektif
Hukum/Islam
Dan Hukum
Positif

memenuhi syarat dan
rukunnya. Kedudukan
cerai atau talak di
bawah tangan
menurut hukum Islam
figih Islam adalah
sudah sah dan diakui
keberadaannya,
sehingga telah
mempunyai akibat-
akibat hukum berupa
putusnya hubungan
perkawinan dan
akibat-akibat hukum
lainnya. Sedangkan
menurut Hukum
Positif Indonesia,
cerai atau talak di
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bawah tangan tidak
mendapat pengakuan
dan perlindungan oleh
hukum beserta
akibatakibatnya, dan
dianggap belum putus
perkawinan tersebut
sebab dilakukan tidak
sesual menurut aturan
hukum yang berlaku.

Very Julianto

2017

Jalan terbaikku
Adalah Bercerai
Denganmu

Masalah-masalah ini
tentunya
menimbulkan ketidak
bahagiaan pada salah
satu pasangan atau
bahkan keduanya,
Oleh karena itu, jika
permasalahan tersebut
tidak mampu lagi
membuat pasangan
bertahan dalam ikatan
pernikahannya, maka
perlu.dipersiapkan
berbagai hal agar
pasangan yang
bercerai dapat
menyongsong
kebahagiaan pasca
perceraian.

10

Nurlizawati,

2017

Perceraian Secara
Adat (Cerai
Dusun)

Alasan cerai dusun
tetap bertahan di
masyarakat Desa
Koto Tengah pertama,
karena kondisi
ekonomi yang tidak
mampu untuk
membiayai perkara di
pengadilan agama,
pernikahan yang
dilakukan sebelumnya
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adalah nikah siri atau
nikah liar, suami yang
merantau ke negeri
lain. Keempat,
keinginan laki-laki
untuk berpoligami
baik sebelum
menikah atau pun
setelah menikah,

11

Desi
Asmaret

2018

Perceraian
Melalui Media
Sosial

sah dan digiyaskan
kepada talak dengan
tulisan dengan
Hiatnya adalah
keduanya merupakan
pesan cerai melalui
teks yang bukan
verbal (lisan). Para
ulama fikih (fuqaha)
sepakat bahwa hal itu
efektif jatuh talak
(tulisan dinilai sama
dengan ucapan),
Syarat untuk jatuhnya
talak melalui media
sosial adalah: pertama
Si Suami benar-benar
meniatkan talak
kepada istrinya. kedua
Si istri harus
melakukan konfirmasi
terlebih dahulu
kepada si suami

12

Muslim
Zainuddin

2018

Tinjauan Hukum
Islam terhadap
Perubahan Talak
Tiga Menjadi
Talak Satu
Analisis
Terhadap Putusan
Mahkamah

perceraian dapat
dilakukan di depan
persidangan atau
dipengadilan setelah
pengadilan yang
bersangkutan
berusaha dan tidak
berhasil
menyelesaikan
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Syar’iyah Banda
Aceh

perkara dan tidak bisa
mendamaikan kedua
belah pihak selain itu
melekukan perceraian
harus ada alasan
antara suami istri itu
tidak akan dapat
hidup rukun kembali
maka dapat
disimpulkan
bahwasannya talak
tiga tidak jatuh
melainkanya talak |
(satu).

13

Henderi
Kusmidi

2018

Khult' Talak
Tebiis'Pan
Implikasi
Hukumnya
Dalam Perspektif
Hukun.Islam

bahwa kebolehan
khulu® itu adalah
untuk menghindarkan
si istri dari kesulitan
dan kemudaratan
yang dirasakannya
bila perkawinan
dilanjutkan tanpa
merugikan pihak si
suamd karena 1a sudah
mendapat iwadh dari
istrinya atas
permintaan cerai dari
istrinya itu. Hukum
khulu” itu adalah
tampaknya keadilan
Allah sehubungan
dengan hubungan
suami istri.

14

Desi
Asmaret

2018

Perceraian
Melalui Media
Sosial

sah dan digiyaskan
kepada talak dengan
tulisan dengan
Illatnya adalah
keduanya merupakan
pesan cerai melalui
teks yang bukan
verbal (lisan). Para
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ulama fikih (fugaha)
sepakat bahwa hal itu
efektif jatuh talak
(tulisan dinilai sama
dengan ucapan)

15

Fikri dan
Saidah

2019

Kontekstualisasi
Cerai Talak
Melalui Fikih dan
Hukum Nasional
di Indonesia

, Konteks dalam fikih
bahwa hakim
diqiyaskan sebagai
Peradilan Agama
yang berfungsi
menyelesaikan setiap
perkara masyarakat
Islam, Konsekuensi
hukum yang
ditimbulkan
disebabkan cerai talak
yang dilakukan oleh
suami dalam
masyarakat yang
tidak dilakukan dalam
Pengadilan Agama,
istri tidak bisa
mendapatkan atau
menuntut haknya
pasca terjadinya
perceraian dan anak-
anak yang menjadi
korban perceraian
menjadi terlantar.

16

Miti
Yarmunida
dan Busra
Febriyani

2019

Kedudukan Talak
Di Pengadilan
Perspektif
Siyasah Syar'iyah

Dengan menggunakan
metode istinbath al-
zari’ah dan maslahah
mursalah serta
menggunakan
pendekatan siyasah
syar’iyah tentang
kedudukan hukum
talak di pengadilan
adalah wajib
dilakukan, ditaati oleh
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seluruh masyarakat
muslim Indonesia.

17 | Ani Yumarni | 2019 Perkawinan edaran Kementerian
dan Endeh Bawah Umur dan | Agama RI perihal
Suhartini Potensi pemberlakuan

Perceraian (Studi | SIMKAH (Sistem

Kewenangan Administrasi Nikah)

KUA Wilayah yang semakin

Kota Bogor) mempersempit niang
gerak masyarakat
melakukan
perkawinan bawah
umur. Meskipun
peraturan perundang-
undangan telah
memberikan
penegasan mengenai
batasan usia,

18 | Prasetian 2019 Pengaruh faktor ketimpangan
Dewi dan Ketimparngan pendapatan ini
Budi Pendapatan sejatinya bukan yang
Setiawan Suami Istri utama namun ada

Terhadap fakter pemicunya,
Tingginya Kasus | seperti pemahaman
Cerai Ghgat\Di agama yang rendah
Pengadilan sehingga masing
Agamd Kelas'tb /| masing pasangan
Kabupaten kurang mampu
Ponorogo menghormati dan
menghargai satu sama
lain.

19 | Husnul 2020 Keabsahan Dalam perumusan
Yaqin Perceraian Yang | ketentuan hukum

Dilakukan suatu permasalahan
Dengan Pesan atau peristiwa
Melalui Media sebaiknya

Telepon menggunakan

instrumen istibat
hukum yang
konfrehensi agar




tercapai kemaslahatan
bagi umat. Alangkah
baiknya
perkembangan
teknologi yang ada
saat ini bisa disikapi
dengan bijaksana agar
pengguna teknologi
dapat pengaruh positif
bagi perkembangan
bangsa dan agama.

Dari uraian jurnal-jurnal di atas, apabila dianalisa dari
kacamata problem akademik /membahas permasalahan dalam
mengenai pencegahan |perceraian, dampak terhadap perceraian
bagi anak dan keluargg) perceraiarD secara adat, penberdayaan
keluarga perceraian, dan dijurnal rterdahulu belum ada yang
membahas secara urut dtau ringi tentang perceraian. Adapun dari
tesis ini perblem akademiknya .adalah bagaimana putusan
pengadilan agama wonosobo bagi pegawai negti sipil yang akan
bercerai terapi tanpa,;memintaizin atasanya.Dan-pendekatan yang
digunalakan ddlam’ perelitian ini yaitu pendeKatan yang bersifat
normatif dan sosiologis.— Kemudian pendekatan yang digunakan
dalam jurnal-jurnal di atas secara_ umum hanya menggunakan satu
pendekatan yang bersifat hormatif.

Apabila ditinjau dari kerangka teori yang di gunakan jurnal-
jurnal di atas teori yang digunakan adalah satu teori adat, teori
istinbath hukum atau maqasid asy-syariah, namun belum ada yang
menggunakan teori perceraian, Kemudian apabila dianalisa jurnal-
jurnal di atas hasilnya masih bersifat umum dan belum membahas
secara khusu membahas perceraian bagi pegawai negri sipil.
Sedangkan fokus dalam tesis ini membahas putusan pengadilan
agama wonosobo terhadap perceraian bagi pegawai negri sipil
tanpa izin atasanya dan secara terperinci dan mendalam dari
Putusan Nomor 1816/PDT.G/2015/ PA.WSB.
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B. Kerangka Teori

1. Defenisi perceraian

Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan
dimana telah pernah disebutkan bahwa perceraian ada karena
adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada
perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup suami istri
dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.41

Slamet Abidin dan Aminudin dalam figih munakahat 1
menjelaskan bahwa perceraian menurut bahasa artinya sama
dengan talak, sedangkan talak diambil dari kata /tlak, artinya
melepaskan, atau meninggalkan. ¥ Dalam istilah figih
perceraian disebut “fofak™ yang berarti membuka ikatan,
membatalkan perjanjians Selain itu/ Perceraian dalam istilah
fiqih juga sering disebut;“firg@h !, yang artinya bercerai yaitu
lawan dari kata berkumpul.oKemudian kedua istilah itu
digunakan oleh para ahlifiqih sebagai satu istilah yang berarti
perceraian suami istri.*

Selain itu, terdapat jugapandangan imam mazhab tentang
talak. Pertama, menurut imam hanafi dan hambali
mendefinisikan falak\ sebagai~pelepasan/ikatan perkawinan
secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa akan
dating. Adapun makna-séeard fangsung dan pandangan ini
adalah tidak terikat dengan-sesuatu; serta hukumnya langsung
berlaku setelah "di ucapkan talak. Kedua menurut mazhab
Syafi’l mendefinisikan talak dengan makna melepas akad nikah
dengan lafaz talak atau dengan lafaz yang semakna dengan itu.
Ketiga mazhab maliki memberikan definisi falak dengan satu

1 H.M Djamil Latif,, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Ghalia:
Indonesia,1985), 27. :

“ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahar 1/, (Bandung: Pustaka
Setia, 1999), hlm. 9.

4 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian..., hlm. 16-17.
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sifat hukum yang menyebabkan gugurnya hubungan suami
istri.*

Perceraian menurut Pasal 38 UUP adalah putusnya
perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada Pasal
1 UUP adalah ikatan [ahir batin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian
adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang
mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami
dan istri tersebut.

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau
bubarnya hubungan pernikahan—Undang-undang perkawinan
no.l Tahun 1974 miéngartikan perceraian adalah putusnya
perkawinan, Dalam pasal 38»disebutkan bahwa perkawinan
dapat putus karena:Perfama kematian, Kedua perceraian.
Ketinga atas keputusan pengadilan.t®

Agama Islam membalehkan”suami istri bercerai, tetapi
hanya dalam keadaan:|ydng/ [sangat memaksa dan dengan
ketentuan telah di jalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya
tidak merernpuli jalan tersebut CArtinya,/percéraian hendaknya
di lakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan segala
daya upaya yang.telah di\ lakokan untuk memperbaiki
kehidupan pernikahan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi,
selain hanya dengan-pemutusan-ikatan pernikahan antara suami
istri tersebut. Pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan,
antara lain dengan pengangkatan kasus di depan
sidangpengadilan untuk bisa bercerai.*

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk
dipertahankan, rumah tangan yang mereka bina tidak lagi
memeberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka

* fhid.

45 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademi
Pressindo 2010), him. 64.

¥ R, Soetojo Prawirchamidjojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian
di Indonesia Belanda (Surabaya: Airlangga University Press 1996), hlm. 31.
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islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan
seperti itu yang disebut dengan falak atau perceraian. Ketentuan

perceraian itu didasarkan pada al-qur'an surah an-nisa’ ayat
130:

b4 TR A P
i JL;...-:}';J-'I UK&WLJAF deﬂ L‘}_;ﬂ.z.’vd)

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi
kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-
Nya. Dan adalah Allah Moha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Bijaksana. (0.S. AI-Nisa’: 130)"

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus
ditempuh sebagai alternatif ataujalan terahir, maka allah akan
mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami istri.
Walapun suami-istri sudah @i akRiri dengan perceraian, namun
islam tetam memberikarf jalan kembali bila kedua belah pihak
menghendakinya, denggan catatan talak yang di lakukan bukan
ba’in kubro, sebagai mana firman-allahdalam surat al-bagarah
ayat 229:

Artiyta: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan
cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali
sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali
kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya

4T Depak RI, Al-Qur’an Terjemanannya, (Semarang: CV. toha putra. 1289),
him. 144,



(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka
itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Bagarah: 226)

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang
masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali,
apabila suami menalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal
baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan
istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.*®

Adapun dari itu kita perlu memahami bahwa agama islam
membagi beberapa bagian yang mengenai talak:

a. Talak Ra'i

Talak Ra’iadalah si suamis€telah talak memiliki hak untuk
mengembalikan istri yang|dia ¢eraikan kepada ikatan suami
istri dengan tanpa -membutuhkan akad baru, selama si istri
masih berada pada masal iddah, meskipun si istri tidak
merasa rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan
dua yang selain talak-ba ‘in, jika rujuk/terjadi sebelum selesai
masa iddah.

b. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah—talak 'yang-meémisahkan sama sekali
hubungan suami istri. Talak ba’in ini terbagi menjadi dua
bagian:

1) Talak ba’in suhrd, adalah si suami setelah talak tersebut
tidak dapat mengembalikan istri yang telah dia talak
kecuali dengan akad yang baru dan mahar.

2) Talak ba’in kubrd, adalah talak yang membuat si suami
setelah talak tidak dapat merujuk istri yang dia talak
kepada ikatan suami istri kecuali setelah si istri kawin

M. Ali a-sabuni, renva'l al-bayan Tafsir Ayat al-ahkam, (Beirut: dar al-

Fikr, 2001), him. 321.
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dengan lelaki yang lain yang berupa sebuah perkawinan
yang sah. Dan si suami barunya ini menalaknya atau
meninggal dunia. Dan iddah si istri dari suami keduanya
ini telah berakhir.*

c. Talak Sunnah

Talak Sunnah yaitu talak yang berjalan sesuai dengan
ketentuan agama yaitu seseorang mentalak perempuan yang
telah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa
bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih.
Maksudnya, falak yang dibenarkan oleh agama untuk
dirujuk kembali ialah sekali cerat kemudian rujuk lalu cerai
lagi kemudian rujuk JagiiSelanjutrtya, apabila seorang suami
yang menceraikan isterinya,sesudah rujuk yang kedua, ia
boleh memilih antara | terus) mempertahankan isterinya
dengan baik atau melepaskannya dengan baik juga.*

d. Talak Bid'ah

Talak Bid'ah yaitu talak/yang/menyalahi ketentuan agama,
seperti menalak tiga kali dengan sekali ucap atau menalak
tiga kali |secara | terpisah-pisah~dalam/Sath~tempat. Atau
seorang suami menalak isterinya dimasa isterinya haid atau
nifas atau di masa suei’sesudah ia‘kumpuli.”'

e. Talak Tanjiz
Talak tanfiz atau munjizah (seketika) yaitu ucapan talak
yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak
dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetepi
dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang
yang menjatuhkan talaknya, seperti suami mengatakan
kepada isterinya “Engkau tertalak”, talak seperti ini
hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari

% Wahbah Az-zuhaili, Fikik..., hlm. 379.
5 Sayyid Sabiq, Figif.., hlm. 156,
31 Ibid., hlm. 158.



orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang
dimaksudkannya.

f. Talak Ta'lik

Talak ta’lik atau nu’allaq (bergantung) yaitu suami di dalam
menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat,
umpamanya suami berkata kepada isterinya “Jika engkau
pergi ke tempat si fulan, maka engkau tertalak”. Adapun
talak ta’lik ada dua macam yaitu ta’lik dengan sumpah dan
ta’lik bersyarat:

1) Ta’lik dengan sumpah (gdsami) yang dimaksudkan
seperti janji, karena mengandung pengertian
melakukan /pekegjaan atau meninggalkan suatu
perbuatan atau menguatkan suatu khabar.

2) Ta'lik bersyaratyaitwnenjatuhkan talak apabila telah
terpenuhi syarat yang ditentukan.>?

Maka dari itu perlu kita’pahami bahwa tata cara perceraian
dalam pengadilan memiliki 2 bentuk cara beracara yaitu
perceraian secara talaq dan perceraian berdasarkan gugatan.

a. Cerai“Talak

Arti talak itd-sendici\ berarti membuka ikatan atau
membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan
sebagai péceraian baikyang.dijatdhkan oleh suami, yang
ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh
dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya
suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan
sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami.
Perceraian secara falak yang tertulis dalam pasal 117
Kompilasi Hukum I[slam di indonesia adalah ikrar suami
di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah
satu penyebab putusnya perkawinan.>

32 Sayyid Sabiq, Fikih.., hlm. 39.

3 Abdurrahman, Kempilasi..., hlm. 65.
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Perceraian secara talaq di bagi menjadi 2 yaitu talaq raj’i
dan talaq ba’in yang secara khusus di atur dalam
kompilasi hukum islam, jadi dengan demikian talaq
berarti hak seorang suami untuk menceraikan istrinya.>

b. Cerai Gugat

Menurut K Wantjik Saleh perceraian karena adanya
gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada
pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.
Sedangkan cerai gugat ialah perceraian yang di lakukan
karna ada gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak
kepada pengadilan dan dengan suatu putusan dari
pengadila.”® Dan di hukum islam cerai gugat di sebut
dengan istilah khulu®'yaitu perceraian yang dilakukan
oleh pihak perempuanddengan tebusan yang diberikan
oleh pihak istri untukisuami

Perceraian yang dilakukan secara khulu’ berakibat bekas
suami tidak boleh7rujuk lagi dan tidak boleh menambah
talak sewaktu *iddah-- sehingga suami hanya di
perbolehkan kawin fagi atau kembali dengan akad baru.*
Para ahli_figith memberikan pengertian, khulu’ ialah
perceraian yang'dilakukan eleh fihak-perempuan dengan
tebusan yang dijberikan oleh pihak istri kepada suami.>’
Sebagai makhluk Sosial ‘(zoon ‘politicon), manusia tidak
dapat hidop| sendiri\ karena| /senantiasa selalu
membutuhkan bantuan dari orang lain, bahkan sejak
manusia dilahirkan. Manusia juga selalu mempunyai
naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar
sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul
dengan lawan jenisnya agar dapat membentuk suatu

33 Ihid.

3% K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia
Indonesia), hlm. 40.

3¢ Kamal Muchtar, dsas-Asas Hukum Islam (Jakarta: PT. Karya Unipress
1974), him. 188.

57 Sayyid Sabiq, Figih Sunah (Jakarta: Pena Publising, 2011), hlm. 38.
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keluarga. Faktor lain yang mendorong manusia untuk
hidup berkeluarga, yaitu adanya penilaian umum bahwa
orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga
mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka
yang tidak kawin.*®

Peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi
nusantara ini sejak agama Islam dianut oleh penduduk
yang berada di wilayah ini, berabad-abad lamanya
sebelum  kehadiran  penjajah.  Tumbuh  dan
berkembangnya peradilan agama itu adalah karena
kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan
keyakinan mereka.*

Peradilan agama-merupakan proses pemberian keadilan
berdasarkan hukum Islam’ kepada orang-orang Islam
yang di lakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agamdl Kebetadaan peradilan agama, dalam
sistem peradilan nagional (Indonesia, merupakan salah
satu pelaksana-kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di
samping peradilan [dgara; di Indonesia juga dikenal tiga
lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang
sama dan sederajatdenpatikekuasaan yang berbeda, yaitu
peradilan umum (peradilan negeri), peradilan militer, dan
peradilan tata {saha négara\$

Dalam  sejarah _perkembangannya personil peradilan
agama 'sejak-dulu-sclalu-dipegangoleh para ulama yang
disegani yang menjadi panutan masyarakat. Hal ini sudah
dapat dilihat dari sejak proses pertumbuhan peradilan
agama. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam penghulu
keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di
lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang

% Sayuthi Thalib, Hukim Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas

Indonesia, 2009), him. 48.

* Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia..., him. 12,

8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Hmn Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 251.
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keagamaan yang bersumber dari ajaran Sejak tahun 1970
perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan
agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan
diambil dari alumni Institut Agama Islam Negeri dan
Perguruan Tinggi Agama.®!

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KII) dan
Pasal 39 Ayat (1) UU no.l tahun 1974 tentang
Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang
disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di
hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan
mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah
pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat
(2) UU no.l tahun- 1974 tentang Perkawinan juga
memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus
didasari oleh alasan yang eukup bahwa kedua belah pihak
tidak dapat lagi hidup.rukun’sebagai suami-istri.5?

2. Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil

a. Pengertian dan jenis pegawai Sipil

Menurut Kamus 'Unfuni-BaliasaJndanesia, Pegawai Negeri
Sipil terdiri dari kata “pegawai’ yang berarti orang yang
bekerja pada pemeérintah,” perusahaan, dan sebagainya,
sedangkan kata\fiN€gefi*} |betatti ficgara®atau pemerintah.®
Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada
pemerintah atau negara.

Kranenburgh sebagaimana dikutip Miftah Thoha dan dikutip
Muhammad Syarifuddin memberikan pengertian dari
Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian
tersebut tida termasuk bagi mereka yang memangku jabatan

¢ Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, {Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), him, 82.

2 Ihid.

® Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 778.
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mewakili seperti anggota parlemen, Presiden dan
sebagainya. Sedangkan menurut J.H.A. Logemann
sebagaimana dikutip Muhammad Syarifuddin Pegawai
Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan
dinas publik (open bare diesent bentrokking) dengan negara.
Mengenai hubungan dinaspublik ini terjadi jika seseorang
mengiatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintahan dan
untuk melakukan suatu atau beberpa macam jabatan tertentu
dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan
keuntungan lain.%*

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum
perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya
perkawinan, selain—kematian dan putusan pengadilan.
Dikutip dari Abdu] Ghafur Anshori, hukum perkawinan
sebagai bagian dari hukumw peérdata merupakan peraturan-
peraturan hukum? yang “mengatur perbuatan-perbuatan
hukum serta akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-
laki dan wanita dengan.maksudrhidup bersama dalam waktu
yang lama menurut:|peraturan’perundang-undangan yang
berlaku. Berdasarkan pengertian hukum perkawinan di atas
maka |dapat | [dipahami—baliwa ~hukumCperceraian juga
merupakan bidang hukum keperdataan.Tidak hanya dialami
oleh orang biasa, Pegawai‘Negeri Sipil juga bisa mengalami
perceraian, dalam.rumah tangganya, hanya saja ada syarat
khusus yang harus dipenuhi-Pegawat Negeri Sipil apabila
akan bercerai.®

Menurut Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang dimaksud
dengan PNS adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya
disingkat UU No. 8 Tahun 1974) 29 jo. Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

% Muhammad, Syarifuddin., Sri, Turatmiyah., Dan Annalisa, Yahana.,

Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him, 434.

& Ibid.
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undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian™ (selanjutnya disingkat UU No. 43 Tahun
1999), kedua undang-undang tersebut memberikan
pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu:
Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya dan gaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.5

Pasal 7 angka 1 dan 2 PP No. 10 Tahun 1983 yang
mengarahkan pejabat untuk tidak memberikan izin untuk
bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil karena alasan istri
mendapat cacat badar atau penyakit dengan akibat tidak
dapat melaksanakan Kewajibannya sebagai istri, berlaku bagi
permohonan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil
yang berstatus sebagai snami(pria).19 Sebaliknya PP No. 10
Tahun 1983 tidak mengatur/mengarahkan pejabat untuk
tidak memberikan lizin .untuk bercerai kepada Pegawai
Negeri Sipil, dalam hal yang mengajukan permohonan izin
untuk bercerainya adalah Pegawai Negeri Sipil yang
berstatus [sebagai istri [(wanita):20 Selatijutnya, “tidak ada
alasan” untuk bercerai dapat dijadikan dasar bagi pejabat
untuk tidak memberikan.izin‘untukebercerai kepada Pegawai
Negeri Sipil, Makna “tidak -ada~alasan”, berarti bahwa
permohonan ‘untuk-bercerai  yang-dizjukan oleh Pegawai
Negeri Sipil kepada pejabat tidak disertai dengan alsan-
alasan hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No.
9 Tahun 1975, dan tidak pula disertai dengan bukti-bukti
yang memperkuat alasan-alasan hukum tersebut.®’

5 30Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Na.
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 1 Ayat (1). Lihat Nur Alam
dan Harmon Harun, Himpinan Undang-undang Kepegawaian 2002-2003: Reformasi
Administrasi Publik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), him. 51.

7 fbid.
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Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999
menjelaskan bahwa PNS pusat dan PNS daerah yang
diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan
pada instansi yang menerima bantuan., Menurut PP No. 10
Tahun 1983, yang dipersamakan dengan PNS yaitu:

1) Pegawai bulanan di samping pension.

2) Pegawai bank milik Negara.

3) Pegawai badan usaha milik Negara.

4) bank milik daerah.

5) Pegawai badan usaha milik daerah.

6) Kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang

menyelenggarakdfyurusan pemerintah di desa.®®

. Sikap Hakim Dalain Penanganan Perkara Perceraian Yang

Dilakukan Pegawat Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Pejabat

Pengadilan yang -.indepe¢nden( netral dan kompeten
merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara
yang berdasarkan hukum=}ianya-pengadilan yang memiliki
kriteria‘tersebut yang-dapat menjamin permenuhan hak asasi
manusia. Sebagai‘aktor utdma/lembaga peradilan, posisi dan
peran hakim sangat penting.*®

Tujuan  dibentuknya’ | Pemerintahan\ Negara Republik
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut termaktub
dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Salah satu cabang kekuasaan negara yang berperan
aktif dalam mengawal dari ancaman, tantangan dan

® Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan

Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Huruf a Angka 2. Lihat Redaksi Bumi
Aksara, Undang-undang Pokok Perkawinan..., hlm, 129,

% Varia, Peradilan., Pedoman Prilaku Hakim, (Jakarta Pusat: 1K AHI, 2006),
halaman 5.
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hambatan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia adalah cabang kekuasaan
yudikatif, yang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia
dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman. 7 Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai Pejabat
Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman mutlak
untuk menjaga integritas, kemandirian dan
profesionalitasnya  serta  dijamin  keamanan dan
kesejahteraannya sehingga ia terbebas dari segala intervensi
baik internal maupun ekstrnal, seperti yang tercantum pada
Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

1) Segala campur tangandalam uriisan peradilan oleh pihak
lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam
hal-hal sebagaimana disebut_ dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945:

2) Setiap orang“yang“-dengan sengaja melanggar
ketentuan _ sebagaimana.. dimaksud..pada ayat 3
dipidana! sésuai-! dengan 'ketentuan peraturan
perundangundangan.

Sikap Hakim  yang dilambangkan. dalam kartika, cakra,
candra, sari dan"firta ‘merupakan“eerniinan prilaku Hakim
yang harus senantiasa berlandaskan kepada prinsip
Ketuhanan Yang Esa, adil, bijaksana dan berwibawa berbudi
luhur, serta jujur. Ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa melandasi semua prinsip-prinsip dalam pedoman hakim
bertingkah laku.”

Kartika, yaitu memiliki sifat percaya kepada Tuhan Yang
Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing

™ Manao., Dani, Elpah., Hakim: Antara Pengaturan Danlmplementasinya,
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia2017}, hlm. 37.

" Ahmad, Shidik., Hukum Talak Dalam Agama Islam, (Surabaya: Putera
Pelajar, 2001), him. 9.
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menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Cakra,
yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan,
kedzaliman, dan ketidakadilan.Salah satu implementasi dari
sikap ini adalah seorang hakim harus mempunyai keberanian
dan mempunyai integritas tinggi. Candra, yaitu memiliki
sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu
bersikap tindak sesuai dengan norma-norma yang hidup
dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan
kondisi, berwibaha berarti memiliki pembawaan untuk dapat
menguasai dan mempengaruhi.Sari, yaitu berbudi luhur dan
berkelakuan yang baik, salah satunya rendah hati.Tirta, yaitu
bersifat jujur yang bermakna berani menyatakan bahwa yang
benar itu adalah benar darryang.salah adalah salah.™

Salah satu prinsip’ yang hargs dijunjung hakim adalah
bersikap mandiri, yaité bermanda mampu bertindak sendiri
tanpa bantuan pihak;lain, bebas campur tangan siapapun, dan
bebas dari pengdruh apapun.vDisamping tidak bolehnya
hakim teritervensi”oleh/ lembdga atau pihak lain dalam
menangani sebuahi‘perkara, hakim juga tidak boleh menolak
perkara yang datang kepadanya, sesuai dengan Pasal 4 ayat
1 Un@ang=Undang —Nomor- #8~ Fahun, 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Peradilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membedabedakan orang”, dalam hal
membeda-bedakan di-sini adalab-hakim tidak boleh menolak
perkara yang datang kepadanya termasuk perkara perceraian
Pegawai Negeri Sipil. Tidak dapat disangkal, bahwa
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 JunctoPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
bertujuan untuk mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil
supaya menjadi teladan bagi masyarakat. Hanya saja, dalam
menanggapi kedua peraturan di atas ada beberapa pendapat
yang mengacu pada kata “terlebih dahulu” yaitu salah
satunya adalah pemahaman bahwa izin pejabat bukan -
merupakan syarat mutlak (bagian hukum acara) untuk

2 Cik, Hasan, Bisri., Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2000), hlm. 258,
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mengajukan perkara perceraian, akan tetapi hanya sebatas
syarat administrasi.”

¢. Pertimbangan Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi
Pegawai Negri Sipil

PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
diberlakukan secara khusus bagi PNS yang akan melakukan
perceraian berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai
berikut:

1) Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Pertimbangan hukum pemberlakuan PP No. 10 Tahun
1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah penjabaran hukum
dari UU No. I (Tahun 1974 dan sinkronisasi hukum
terhadap PP No. 9Tahun | 1975yang didasarkan atas asas-
asas hukum perceraiany’ yaitu asas mempersukar
peceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan
hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum
seimbang selama.dan setelah-proses hukum perceraian.
Dengan diberlakukannya” PP ini, diharapkan akan
memberikan kepastian,-keadilan-dan, kemanfaatan bagi
kedua belah pihak.

Perceraian hanya-dapat dilakukan apabila ada alasan-
alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan
perundang-undangan.’ Hak “dan_kedudukan istri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam
kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu
dalam  keluarga  dapat  dirundingkan. Dalam
pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor [0 Tahun 1983 dapat
menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam

2 Lilik, Mulyadi., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.
(Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015), him. 12.
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ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat
tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena
ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat
memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-
sendiri.

QOleh karena itu, dipandang perlu melakukan
penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah
beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan
yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan
mengajukan permintaan—izin dalam hal akan ada
perceraian. Seldin itu, juga ada perubahan tentang
pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang
diharapkan dapat \lebih terJamln keadilan bagi kedua
belah pihak. 7

2) Pertimbangan Sosial (Kemasyarakatan)

Kehidupan keluarga yang serasi harus diwujudkan oleh
PNS, ykarena ,dapat—mendukong, pelaksanaan tugas
keleribagaan sebagai PNS. Kehidupan keluarga yang
serasi merefleksikan sikapj\tingkah laku, dan perbuatan
PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup
sehari-hari.’ Sehobungan._dengan/itu, tedapat kode etik
PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik PNS (selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2004).”

3) Pertimbangan Institusional (Kelembagaan)

Pertimbangan institusional pemberlakuan PP No. 10
Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah usaha untuk
meningkatkan  disiplin  PNS  dalam  melakukan

* Busthanul, Arifin., Pelembagaan Hukum Istam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm, 82.
% Ibid,
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perkawinan dan perceraian yang merefleksikan
kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban institusional
(kelembagaan). Diberlakukannya ketentuan disiplin yang
tinggi kepada PNS berhubungan dengan contoh dan
keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada
bawahannya dan masyarakat.

Dikutip dari Soegeng Prijodarmito disiplin adalah suatu
kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses
serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai
ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau
ketertiban. Disiplinmempunyai 3 aspek berikut:

a) Sikap mental (mental attitude), yang merupakan taat
dan tertib sebagai“hasil atau pengembangan dari
latihan pengendalian‘pikiran dan pengendalian watak.

b) Pemahaman yang baik.mengenai system aturan yang
prilaku, norma;-kriteria, dan standar yang sedemikian
rupa sehinggaSpemahaman |tersebut menumbuhkan
pengertian yang /| mendalam atau kesadaran akan
aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan
syarat mutlak untuk mencapai-keberhasilan.

¢) Sikap = kelakuan~ yang wajar  menunjukkan
kesungguhan hati untuk'mentaati segala tata tertib.

d. Alasan-alasan Hukum Percéraian bagi Pegawai Negri Sipil

Menurut Pasal 7 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983, Izin untuk
bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan
pada alasan-alasan yang ditetapkan Peraturan Perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini. Yang dimaksud alasan-alasan yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini,
ialah alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39
ayat (2) UUP yang dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 yaitu:
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1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena dilvar
kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan |gkibat  tidak  dapat  menjalankan
kewajibannya sebagai sdami atau istri.

6) Antara suami_dan’ istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup tukun'lagi dalam rumah tangga.”

Penjelasan Pasal 7-Ayat\(2)'dan’ Ayat (3} PP No. 10 Tahun
1983 menjelaskan bahwa dalam PP No. 9 Tahun 1975
Tentang_Pelaksanaan UUP~ditetapkan bahwa salah satu
alasan terjadinya perceraian ialahsalah satu pihak mendapat
cacat badan atau~pemyakit’dengan akibat tidak dapat
menjalankdnkewajibanyd Sebagai syami/istri.

Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah
tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik,
meskipun  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
memungkinkannya. Alasan tersebut hanyalah dapat
merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai
syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil
untuk minta izin beristri lebih dari seorang.

"7 Peraturan Pemerintah Nomeor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Perkawinan, Pasal 19. Lihat Redaksi Bumi Aksara, Undang-undang Pokok
Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 38.
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e. Putusan Perkawinan Pegawai Negri Sipil dan Tata Caranya

PNS yang ingin bercerai, selain mengikuti prosedur yang
diatur dalam UUP dan KHI, juga harus mengikuti ketentuan
PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Hal ini tidak
terlepas dari beberapa pertimbangan pemberlakuan PP
terscbut. 77 Namun, secara subtantif terdapat beberapa
perbedaan antara perceraian PNS dan bukan PNS, yaitu:

1) Pada prosedur perceraian. Pada saat mengajukan gugatan,
PNS yang ingin bercerai wajib memperoleh izin atau
surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Surat tersebut
diajukan secara tertulis-dengan mencantumkan alasan-
alasan yang mendasarinya kepada atasan, kemudian
atasan meneruskan anelaluiUsaluran hirarki kepada
pejabat,

2) Pada akibat hukum setelah terjadinya perceraian, Apabila
perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib
menyerahkan sebagian/gajinya tintuk penghidupan bekas
istri dan anak-anaknya.”

Apabila (bila \ seopang™ PNS >Hpada /f-saat> pemeriksaan
permohonan atau gugatan cerai, belum dilengkapi dengan
surat izin, majelis~hakim menunda persidangan dan
memerintahkanKepada yang|bersangkutan untuk mengurus
atau menyelesaikan izin kepada atasan. Persidangan tersebut
ditunda maksimal 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.
Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak
menetapkan keputusan yang bersifat tidak mengabulkan atau
tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian
atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan
perceraian kepada PNS yang bersangkutan, maka dalam hal
demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak

7T Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian..., hlm, 454.
8 Ibid.
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permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh PNS
bawahannya.”

f. Sanksi Bagi PNS yang Bercerai Tampa Jzin Atasan.

Mengenai PNS yang tidak melaporkan perceraian menurut
pasal 15 ayat 1 PP no 45 tahun 1990, PNS yang tidak
melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-
lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian,
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP no
30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Namun perlu diketahui bahwa PP no 30 tahun 1980
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan
pemerintah no 53tahn2010 tentang disiplin PNS,
sebagaimana disebutkan dalam |pasal 50 PP no 53 tahun
2010.% Jenis hukumangdisiplinoyang dimaksud dalam pasal
7 terdiri dari:

1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a) Hukuman disiplinringan.
b) Hukuman disiplin sedang.
¢) Hukuman disiplin-berat:
2} Jenis~hukuman disiplin tingan $ebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Huru a terdiri dari:

a) Teguranlisan,
b) Teguran tertulis.
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun

™ Http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-
perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/, diakses pada hari selasa 3 November 2020
pukul 20.17 WIB,

80 Lihat M. Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian..., h. 466.
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b) Penundaan kenaikan pangkat selama satu (1) tahun,
dan
¢) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu
(1) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari:

a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga

(3) tahun
b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah

¢) Pembebasan dari jabatan

d) Pemberhentian dengan-hermat tidak atas permintaan
sendiri sebagaj PNS.

¢) Pemberhentian'tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
disebutkan sanksi apabila seorang Pegawai Negeri Sipil
melakukan perceraiantanpa memperoleh izin, yakni dijatuhi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 30 Tahun 1980-tentang,Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri ' Sipil’~Sanksi~ini berlaki~bagi Pegawai
Negeri Sipil yang]| berkedudukan sebagai penggugat dan
tidak menyertakan surat izin melakukan perceraian ataupun
sebagai tergugat\yang tidak \menyertakan, surat keterangan
dari pejabat.?!

Sanksi juga diberikan kepada atasan yang tidak memberikan
pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau
pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan
perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang, dalam
jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia
menerima permintaan izin atan pemberitahuan adanya
gugatan perceraian.

81 Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, him. 157.
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Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap
permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat
keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan cerai dalam
jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia
menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya
gugatan perceraian juga dapat mendapatkan sanksi. Sanksi
yang dapat dijatuhkan adalah salah satu hukuman disiplin
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

. Ketentuan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan |Percefaian bagi Pegawai Negeri Sipil
disahkan pada tanggale 21 April 1983 di Jakarta, oleh
Presiden Repulik|-Indonesia yang saat itu dijabat oleh
Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara
Repuliklndonesia yang dijabat-oleh Soedarmono, S.H.
Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahunpl983 sebagaiysebuah~peraturan khusus bagi
kelompok warga negara Inidonesia yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil. Dibentuknya peraturan ini adalah wujud
penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup
kehidupan| berkeluarga, selain.itu /Pegawai Negeri Sipil
scbagai pelaksana aparatur Negara diharapkan dapat
menjadi contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya dan
warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum
dalam latar belakang atau konsideran angka 2 dan 3
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang
berbunyi:*

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh
yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan

82 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Cet. Ke-1, (Jakarta:

Kencana, 2006), hlm. 214.
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sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat,
termasuk  dalam  menyelenggarakan  kehidupan
berkeluarga
2. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin
Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan
perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu, disebutkan juga dalam penjelasan umum
Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Pegawai Negeri Sipil
adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi
masyarakat dalam fingkah®laku, tindakan dan ketaatan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
dapat melaksanakan (kewajibannya. ® Agar dalam
melaksanakan kewajibannya’ demikian itu tidak terganggu
oleh masalah-masalah keluarga, maka perlu dibentuk
peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai- Negeri Sipil yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
Selanjutnya, dalam\rangka Usahauntuk‘lebih‘meningkatkan
dan menegakkan | disiplin ,Pegawai Negeri Sipil serta
memberikan kepastiafi tikam dan rasa keadilan dipandang
perlu mengubah [ beberapa keténtuan\ dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. OQOleh karena itu,
pemerintah pada tanggal 6 September 1990 mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil. Disahkan juga oleh Presiden Socharto dan
diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Repulik
Indonesia yang dijabat oleh Moerdiono.?

8 R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses
Persidangan, Cet. Ke-6, (Jakarta: Slnar Grafika, 2004), hlm. 39.

¥ Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Cet. Ke-4,
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 76.



Perubahan ini dilakukan atas beberapa alasan yang
tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

1)Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas.
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun
tidak, terhadap ketentuan tersebut.

2) Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat
mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan
rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 itwlsendiri,\ sehingga dapat memberi
peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri.
Oleh karena jitw dipandang perlu melakukan
penyempurnaan “dengan | menambah dan atau
mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun' 1983 tersebut.®®

3) Beberapa perubahan’yang dimaksud adalah mengenai
kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan
izin |dalamv/hal"akan -ada perceraian, larangan bagi
Pegawai Negeri Sipil jwanita untuk menjadi istri
kedua/ketipa’keempat, pembagian gaji sebagai akibat
terjadinyd perceraiari—yang |diharapkan dapat lebih
menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

4) Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih
memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai
pengertian hidup bersama yang tidak diatur
sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di
samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga
ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang
melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan

8 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Ed. Ke-2, Cet. Ke-8,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 129.
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isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya
sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun [980.

5) Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-
beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah
satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana
dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

6) Mereka yang ; berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai
Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor~10.Tahun 1983 dan Peraturan
Pemerintah ini; dikenakan pula hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 ) tentang/ Peraturan-Disiplin, Pegawai Negeri
Sipil.®

Perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
di atur lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaannya
dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
sebagai Berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian,
wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan
lebih dahulu dari pejabat.

2) Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang
akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai

8 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangha Figh al-
Qadha, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 10.
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penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu

dari pejabat.

3) Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang
akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai
tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya
gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki
kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan,
dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja
setelah ia menerima gugatan perceraian.

4) Suami istri yang akan melakukan perceraian dan
keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
baik dalam satu lingkungan instansi maupun pada
departemén/inistansi yang berbeda, masing-masing
Pegawai Negeril [Sipil“tersebut wajib memperoleh ijin
tertulis atal surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

5) Pegawai -Negeri Sipil hanya dapat melakukan
perceraiarbapabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu
alasan atau lebity alasan sebagai berikut:®’

a) Salah satu pihak berbuat zina.

b)Salah satu- pthak-menjadi, pemabuk, pemadat, dan
penjudi yang sukar disethbuhKan.

c) Salah_satu pjhak /meninggalkan pihak lain selama
dua_tahun berturutturyt tanpa ijin pihak lain dan
tanpa~ alasan “yang-sali “serta tanpa memberikan
nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima
tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-
menerus setelah perkawinan berlangsung.

e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang
membahayakan pihak lain.

¥ Masrum M Noor, Peradilan Agama Penegak Syari'ah Tertenty di
Indonesia, (Banten: Pengadilan Tinggi Agama Banten, 2015), him. 8.
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f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti
sebagaimana yang ditentukan dalam angka I1I angka
2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26
April 1983 %8

h) Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya
gugatan perceraian dari suamifistri tersebut
dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian
surat permintaan ijin perceraian.

1) Setiap atasan- dan pejabat yang menerima surat
pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus
melaksanakarr tugas dan| wewenangnya seperti
dalam hal menerima_permintaan ijin perceraian,
yaitu wajib merukunkdn kembali kedua belah pihak
dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta
ketetrangan dari-pitiak-piliak-yang bérsangkutan.

6) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan
kewajibannya lagar dibéntuk\Tim Pelaksana Peraturan
Pemerintah ;Nemor, )10y /Fahun ; 1983 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 'Tahun 1990 di lingkungan
masingmasing.

7) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk
melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri
Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya
gugatan.®

% Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta, Rineka Cipta:
1994),hlm. 356.

8 Asep Muslim, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pegawai
Negeri Sipil, (Bandung: Fokus media, 2007), hlm. 51.
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8) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat

tidak juga menetapkan keputusan yang sifanya tidak
mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk
melakukan perceraian atau tidak memberikan surat
keterangan untuk melakukan perceraian kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam
hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak
permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh
Pegawai Negeri Sipil bawahannya.

9) Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata

10)

11)

12)

13)

semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka
pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman
disiplin.”®

Apabila usalia upmtuk merukunkan kembali tidak
berhasil dan _pereeraian “itu terjadi atas kehendak
Pegawai Negeri Sipil prial’maka ia wajib menyerahkan
bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan
anakanaknya.

Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan
bagiangajinya umtuk-perighidupan bekas istri dan anak-
anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis

Hak atas bagian_gajiountuk, bekas istri sebagaimana
dimaksud, dalam,_ angka. l3. tidak diberikan, apabila
perceraian terjadi'karena-istri terbukti telah berzina dan
atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap
suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk,
pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau
istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua
tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang
bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri

%0 fbid. hlm. 53.
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tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan
gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami
terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik
lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami
terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi
yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah
meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut
tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya.

14) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang
diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan
suami pada waktu terjadinya perceraian.

15) Bendaharawan gaji wdjib.imenyerahkan secara langsung
bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-
anaknya sebagai-akibat percéraian, tanpa lebih dahulu
menunggu pengambilan\gajirdari Pegawai Negeri Sipil
bekas suami yang telah méneeraikannya.

16) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi
haknya) secara lanigsung dari |Bendabafawan gaji, atau
dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk
dikirimkan kepadanya.

17) Apabila jada gugatan, perceraian yang diajukan oleh
pihak istri dan”setélah ditakukar' upaya merukunkan
kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses
pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi
dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah
ditentukan.”!

% Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan
Peraturan Pelaksanoan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 699,
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif.*? Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum kepustakaan. Dimana penulis mencari fakta-
fakta yang akurat dan yalid-tentang sebuah peristiwa konkrit
yang menjadi objek penelitiamy, Penélitian ini juga dilakukan
dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-
bahan lain, serta menelaah ‘perattiran perundang-undang yang
berhubungan dengan penulisan tema’ini. Sedangkan sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif-yaitu tipe penelitian untuk
memberikan data yang seteliti-mungkin tentang suatu gejala
atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-
teori yang sudah ada, atau fiiencoba merumuskamteori baru,

2. Pendekatan

Untuk pendekatam;\yangrdigunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perunidang-tifidangdn dan pendekatan
filosofis (philosophical approach). Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah
terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang
Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB tentang perceraian bagi
pegawai negri sipil, sedangkan pendekatan filosofis
(philosophical approach) dilakukan dengan melihat nilai-nilai

2Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), him 8-9.
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dasar hukum Islam mengenai perceraian bagi pegawai negri
sipil.”

B. Sumber

Adapun sumber yang digunakan sebagai rujukan penulis ialah
sebagai berikut: **

1. Sumber Primer
Sumber primer ini merupakan sumber yang paling utama.
Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan dan yang
akan dikaji oleh penulis ialah dokumen putusan perceraian
pegawai negri sipil tanpa izin atasan Studi Putusan Nomor:
1816/pdt. G/2015/ PAWSB.

2. Sumber Sekunder

Sekunder merupakanmwdataspelengkap dari primer. Adapun
sekunder pada penelitian ini bersumber dari sumber normatif
Al-Qur’an, buku-bukirtHukium Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil yang, ditulis oleh Riduan Syahrani,
Hukum KepegawaianDi ‘Indonesia yang ditulis oleh Sri
Hartini, Himpunan UU Kepegawaian.yang ditulis oleh Harmon
Harun,Selain itu'juga di-ambil ‘dari beberapa-jurnal penelitian
Tinjauan Yuridis MeéHgenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung yang ditulis
oleh susino, Proses ) Perceraiam Pegawai Negeri Sipil Dan
Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990yang ditulis oleh Rizki Fadli Robi dan lain sebagainya.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci

F Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 1997), hlm. 27.
HPeter Mabhmud Marzuki, Penefitian Hukum (Jakarta: Prenada
Media Grup, 2005), hlm. 93.
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ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dengan cara
dipaparkan dan dijelaskan permasalahan serta penyelesaian
berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan
pembahasan dalam penulisan ini.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat ada empat alur kegiatan
yang perlu dilakukan ketika data telah dikumpulkan dan hendak
menganalisis data tersebut, yakni kondensasi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan:

1. Pengumpulan data
Langkah pertama adalah pada tahap ini, penulis
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang sesuai dengan
kebutuhan yang akan d'U)ajISLAM )

Kondensasi data aal grkedua dalam penelitian
kualitatif, dimana 1nyzﬂ', proses menyeleksi,
memfokuskan, menyederha lan mentransformasi data

yang ada di lapangan p%ﬁﬂ)@}m dari transkip.
3. Penyajian data (Data Display)
kAP R S o G dta yang
telah melewati proseigﬂiﬂd ta,kemudian disajikan dan
dipaparkan berdasar - yang diteliti, hal ini
memiliki tujuan a memahami data,
serta memperrlnu m%&tﬁk;rja selanjutnya

berdasarkan yang telah difahami dari data tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir ini adalah penarikan kesimpulan serta
verifikasi. Dimana data yang telah melalui kondensasi data dan
penyajian selanjutnya diambilah kesimpulan sebagai jawaban
dari analisis permasalahan yang diteliti oleh Penulis dalam hal
ini mengenai perceraian bagi pegawai negri sipil tanpa izin
atasan dalam memutuskan perceraian nomor 1816/pdt. G/2015/
PA.WSB.
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Pengumpulan @ Kondensasi Data
Data

Penarikan
Kesimpulan

Gambar 1. Teknis Analisi Data.”®

Gambar diatas merupakan alur atau tahapan analisis data
penelitian yang di_aplikasikan dalam penelitian ini. Dalam
analisis data inifpettinfa’penilis mengumpulkan data yang
menjadi pokok
pengumpulan dat b@ mengkondensasi kan data dan
menyeleksi, Bt menyederhanakan dan
mentransformasilgn a ¥ang relevan dengan topik

pembahasan tesiw ; Sp data yang sesuai dengan topik
bahasan ini kemu isajikan data dalam bentuk narasi yang

];znmeliw éﬁgr@_\iﬁr&gsimpulm dari hasil
ISLAM
INDONESIA

¢

“Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Press, 1986,
hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), him. 133 .



BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wonosobo

a. Sejarah Pengadilan Agama Wonosobo

Gambar 2. Gambar Pengadilan Agama Wonosobo

Dalam sejarah peradilan di indonesia, maka peradilan agama
sejak zaman penjajahan sudah exsis, namun nama peradilan
agama itu memiliki banyak nama atau penyebutan yang
diakibatkan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada
saat itu, penyebutan atau nama adalah sebagai berikut:”®

1) Peradilan Surambi atau Pengadilan Suraudi kerajaan Ma
taram, hal ini karena tempat bersidangnya di surambi

% Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020
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masjid Agung, yang bertindak sebagai ketua adalah raja
sendiri. Namun untuk urusan peradilan sehari-hari
diserahkan kepada penghulu.

2) Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraah yang diatur
dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut
dengan Priesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian
disebut dengan Rapat Agama.

3) Penghoelo egerecht yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931
N 53, menggantikan nama Priesteraaad.

4) Mahkama Islam tinggi di jawa dan Madura yan diatur
dalam Stbl. 1937 N 116 dan 610.

5) Kerapatan Qadhi (Pengadllan Agama) dan Kerapatan
Qadhi besar(Pengadilag nggl Agama di Kahmantan

7) Majelis agmﬂm dibentuk berasarkan ketetapan
Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 N

8) Mahk a; a at al"agama dikalimantan
WINLY R 1T
penyebuthfiSifi_beffakph s&belum PP N 45 tahun 1957

tan 5 okt
9 M mm&&j&ah daerah bekas negara

sumatera timur yang berfungsi sebagai peradilan agama
syariah islam.”

Selanjutnya setelah lahirnya Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dari berbagai nama
atau penyebutan tersebut disatukan dengan nama Pengadilan
Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan
Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
Sekarang nama peradilan agama di Aceh diubah menjadi
Mahkamah Syariyah Kabupaten/ Kota untuk peradilan

7 Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020
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tingkat pertama, dan Mahkamah Syariyah Aceh untuk
peradilan Tingkat Banding.

Kemudian untuk Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdiri
menempati serambi Masjid Al-Manshur di Jl. Dieng,
Kauman Utara Wonosobo dalam melaksankan sidang dari
tahun 1950 sampai tahun 1980, lalu pada tahun 1980 akhir
menempati gedung di J1. Argopeni No. 11 Wonosobo sampai
dengan tahun 2004 dan selanjutnya tekahir pindah lagi di JI.
Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo dengan
menempati Gedung Baru yang diresmikan pada tanggal 15
Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL.*®

Berikut ini nama-napra yang memimpin Pengadilan Agama
Wonosobo sejak berdirinya sampai sekarang, yaitu:

1) Pada tahun 194541955 diketuai oleh KH. ABDUL
KHOLIQ.

2) Pada tahun 19565 1966 diketuai oleh K. TAMLICHO.

3) Pada tahun 1967:- 1972 diketuai oleh K.H. BUSERI.

4) Pada tahun 1973 - 1975 diketuai oleh K.H. AFIF,

5) Padatahun;l976,+1977-diketuaireleh Ko JDRIS

6) Padatahun 1977 - 1980 diketuai oleh K'H. QOMARI

7) Pada tahun 1986,- 1984 dikettai oleh K.H. MIFTAH
IDRIS

8) Pada tahun'—1984 " 1988 diketuai oleh Drs.. H.
MUKROM ‘

9) Pada tahun 1988 -1999 diketuai oleh H. NIKUN
PRIYONO, S.H

10} Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh H. SUMARNOQO,
S.H

11) Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. H.
MAFRUCHIN ISMAIL, S.H

12) Pada tahun 2002 -2006 diketuai oleh Drs. H.
MIFTAHUDIN, S.H.

% Data Pengadilan Agama Wonoscbo Tahun 2020



13} Pada tahun 2006 — 2007 diketuai oleh Drs. H. MUH.
HIDAYAT, S.H. M.Hum.

14) Pada tahun 2007 —2009 diketual oleh Drs.  H.
MUHDLOR SYAFI']

15) Pada tahun 2009 — 2010 diketuai oleh Drs. H.SYAHIDI,
SH.MSI.

16) Pada tahun 2010 — 2012 diketuai oleh Drs.H.ZAENAL
HAKIM, SH

17) Pada tahun 2012 — 2014 diketuai oleh Drs.HMALIK
IBRAHIM, SH.MH.

18) Pada tahun 2014 — 2017 diketuai oleh
Drs.H.TAHRIR.*

19) Pada tahun 20]7-sampai sekarang diketuai oleh Drs.
MUH. ZAINUDDIN}S . H-M.H.

Itulah sekilas sejaraheterbentfuknya Pengadilan Agama
Wonosobo yang Zmenjadi salah satu peradilan sebagai
pelaksana kekuasaan<"Kehakiman di Indonesia yang
bertempat di wilayah Kabupaten Wonosobo.

b. Visi dan Misi Pengadilan-A gama-Wonosebo

1) Visi
Terwujudnya-Pengadilan’ Agama Wonosobo Yang
Agung
2) Misi
a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,
biaya ringan, dan transparan.
b) Menyelenggarakan tertib administrasi dan
manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
¢) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana
peradilan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.'”

** Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020
1% Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020
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c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo

fer
0

Sipil tanpa Izin Ataerun (st

p perceraian pegawai Negeri
dg umen putusan nomor

Kep latam  sebuah persidangan
maka seorang Hakim “harts™mtngemukakan pertimbangan

Hukum sebagai pertanﬁﬁunﬁ !awaban atas putusan yang dia

buat, karena@lml‘n l&I(EFIAI&OI'ang hakim
harus memperhatikanlis s, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian Hukum. A LmlérMencakup pertimbangan
hakim, antara laIN‘DONESIA

a. Terkait kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama.
b. Penerapan Hukum Formil.
c. Penerapan Hukum Material.

Begitu juga dalam pertimbangan Hakim pada putusan
Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 1816/pdt. G/2015/
PA.WSB, Pemohon menyerahkan perkaranya kepada
Pengadilan Agama Wonosobo karena secara kompetensi
absolute telah sesuai dengan pasal 49 undang-undang nomor 7

197 Salinan putusan nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.
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tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 1 angka 37 pasal
49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) dikarenakan pemohon
melakukan perkawinan berdasarkan hukum islam, sedangkan
memilih Pengadilan Agama yang terletak di Wonosobo
dikarenakan secara relatif pemohon menyatakan tempat tinggal
termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama
Wonosobo dan hal ini pun sesuai dengan pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
jo pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Wonosobo.'*

Pada awal penga_]uan gugatan oleh pihak pemohon bahwa
pihak termohon tida etahui-tempat tinggalnya secara jelas

maka ia di panggi umlesnlﬁﬁjt k%ntuan pasal 27 peraturan
pemerintah no.9 tb;un %5 dan | berdasarkan berita acara
panggilan tanggal n D )14 dan tanggal 16 Januarl

AL
dopengadilan Wono%?ﬂ&jﬂj@]

Diantara pemohon dan termohon adalah sebagai PNS

(Pegawai m!TAﬁtelah memberi
kesempat hén ur n perceraian dari
atasan pemohon |®r|_1eAM ohon menyatakan siap

menanggung_ segala r«:snbdI telah dibuat sesuai surat
keterangan blhi@l@ EE

Dipersidangan selanjutnya pemohon dan termohon turut
serta menghadi persidangan dan pihak termohon membawa
membuat peryattan siap menangung segala reiko dan sangsi
yang telah tertera diperaturan, namun berdasarkan prinsip
menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk memenuhi
ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo.
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, majelis
berpendapat bahwa pemohon wajib membuktikan dalil

%2 Ibid
"% Ibid
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permohonannya.  Sehingga akhirnya pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, dan P-3
serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapnya akan di
pertimbangkan lebih lanjut.'%?

Hakim sendiri dalam mutuskan perkara perceraian ini
mempertimbangkan bahwa dalam perceraian harus ada unsur
mitsagan ghalidah untuk bisa mencapai tujuan yang suci dan
mulia dalam melalui rumah tangga bersama sebagai pasangan
suami istri, tetapi dalam keadaan yang rumit seperti itu dimana
dirasa sudah tidak bisa lagi di temukan kecocokan dan kebaikan
bersama bagi mereka yang hanya mana di keadaan tersebut
selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan maka tujuan
pernikahan yang seharusnya di-laksanakan dan sulit untuk bisa
tercapai dimana di dalam Pasal 1 Wndang-Undang nomor 1
Tahun 1974 dimana tujuan”, pernikahan adalah untuk
membentuk keluarga yang. sakinah,mawaddah dan rahmabh.
Dari pengertian di atas” dan dari sebab-sebab yang melatar
belakangi keinginan pemohon untuk’mengajukan permohonan
cerai di pengadilan maka jalan keluar terbaik yang di pandang
bisa di lakukan adalah dengan memisahkan pihak pemohon dan
termohon ddri\ikatan\petnikahan karéfia méreka berdua sudah
tidak bisa di damaikan lagi, dan pemohon merasa telah jera dan
menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon
sehingga kemanfaatan-yang terbaik-adalah,dengan melakukan
penyelesaian final yaitw'perceraian-bagi kédua belah pihak.'%

Memang pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian
merupakan perbuatan halal yang paling di murkai Allah, namun
dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi
dan telah terjadi sifat jera dan menolak sebagai mana yang di
alami pemohon tersebut, maka perceraian di bolehkan, dalam
hal ini majelis hakim mengambil alih dan menjadikan

™ Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia. (Bandung: Pustaka Bani
Quraisy, 2004), hlm.76-77.

195 Sudarsono.,, Huwkum Perkawinan Nasional, (Jakarta, Rineka Cipta:
1994),hlm. 356.
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pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum islam yang
tercantum dalam kitab madaa hurriyatuz fith thalaq juz 1 hal 83
yang berarti: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah
tangga sudah di anggap goncang serta di anggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri
menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan
telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19-huruf(HKompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya termohon ‘4gar memberikan izin kepada pemohon
untuk memberikan perceraiam di®hadapan sidang Pengadilan
Agama Wonosobo dapat.dikabulkan dan dari termohon sudah
siap menangung segala resiko yang terlan ditentukan oleh
pengadilan agama Wenosobe,'®

B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Terhadap Perceraian-Pegawai Negeri Sipil

Tanpa Izin Atasam (Studi Putusan Nomor: 1816/pdt.
G/2015/ PA.WSB).

Pertimbangan—hakim “merupakarn‘salah satu aspek
terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu
putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono)
dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti,
baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,
dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

195 Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/ PA.WSB.
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pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi Mahkamah Agung.'"”

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan
adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus
perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting
dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan
untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang
diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan
hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan
suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta
tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya,
sehingga nampak adanya-hubungamhukum antara para pihak.'%®

Kekuasaan kehakiman _ merupakan kekuasaan yang
merdeka dalam ketentugn ifi meéngdndung pengertian bahwa
kekuasaan kehakiman bebas dari'segala campur tangan pihak
kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut
dalam Undang-undang’ Dasar. 1945. Kebebasan dalam
melaksanakan wewenarng yudisial bersifat tidak mutlak karena
tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan | Panieasila,/sehingga “putasanfiya“mencerminkan
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pasal 24 ayat (2)
menegaskan bahwa: [kékuasadan\kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung-dan badangperadilan yang berada di
bawahnya dalam lingkuhgan peradifan’umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah
konstitusi.'%®

Perkara Cerai Talak yang terjadi di Pengadilan Agama
Wonosobo dalam pandangan penulis ada dua hal yang perlu

97 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140,

108 fbid.

1% Bambang Waluyo, /mplementasi Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1992), him. 19.
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adanya Analisis Yuridis, yaitu dari segi Pertimbangan dan
Dasar hukum Hakim yang digunakan untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut:

a. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1-2 yang
berbunyi.

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa suami istri itu,tidak’ akan hidup rukun sebagai
suami istri.

Sesuai dengan Pasal di atas Pengadilan akan memutuskan
perceraian pada |pihak/ suami [istri yang berselisih jika
terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum
seperti disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun1975, alasan-alasan tersebut yaitu:!!°

1) Satah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat,
penjudi dan lainsebagainya\yang sukar disembuhkan,

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut-tanpz izin pihdak-lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri. :

W0 gylaikin Lubis., Et Al, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2006}, hlm. 74.
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6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga.

Namun pasal-pasal di atas mengatur masyarakat pada
umumnya, terdapat perbedaan sekaligus tambahan jika
suami atau istri tercatat scbagai Pegawai Negeri Sipil.
Perbedaan tersebut bertujuan mempersulit terjadinya
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selaku aparatur
negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus
menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah
laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku,
termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Telah dijelaskan dalam /bab*sebelumnya bahwa Perceraian
Pegawai Negeri Sipil diaturidalam’Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahuni 1990 yang menyatakan,
sebagai berikut:'!!

1) Pegawai Negeri Sipi]" yang akan melakukan perceraian
wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu
dari Pejabat.

2) Bagi Begawai Negeri-Sipil (yangberkedirdukan sebagai
penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan
sebagai tergugat-untuk/memperoleh izin atau surat
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
mengajukan permintaan secaratertulis.

3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya

' gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan,
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang
mendasarinya.

Dari bunyi Pasal ini dapat diketahui adanya kewajiban untuk
memperoleh surat izin dari pejabat yang merupakan
“prosedur tambahan™ yang harus ditempuh oleh Pegawai
Negeri sipil yang akan melangsungkan perceraian. Pegawai

""" Ahmad Mujahidin,. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 37.



80

Negeri Sipil yang bersangkutan berkedudukan sebagai
penggugat wajib mendapatkan surat izin dan jika Pegawai
Negeri Sipil menjadi tergugat wajib menyertakan surat
keterangan dari atasannya sehingga tampak bahwa
perceraian seakan-akan dipersulit.

Sebagai atasan dapat memberikan izin terhadap pihak yang
berselisih jika diserta dengan alasan-alasan yang diatur
dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian
Negara No. 08/SE/1983 yang menyebutkan alasan-alasan
yang sah bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Alasan-
alasan tersebut yaitu:''?

1) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan

a) Keputusan/pengadilan.

b) Surat penyataangdari sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi lyang Jtelah dewasa yang melihat
perzinahan'itu. Surat pernyataan tersebut diketahui
oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya
camat.

¢) Perzinahan itu “dilakukan oleh satu pihak
(suami/istri)rdengantertangkap tangan. Dalam hal
vang demiikiamrmaka pihak yang ‘mengetahui secara
tertangkap-tangandtu membuat laporan.

2) Salah saty pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
yang sukardisembuhkan-yang dibuktikan dengan:

a) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah
dewasa.

b) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang
menerangkan, bahwa menurut hasil pemeriksaan
yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat
atau penjudi yang sukar disembuhkan atau
diperbaiki.

"2 Riduan Syahrani,. Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hlm, 26.
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3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah yang dibuktikan dengan surat
pernyataan kepala kelurahan atau kepala desa yang
disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-
rendahnya camat.

4) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman lebih berat secara terus-
menerus,

5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum dokter
pemerintah, !!3

6) Antara suami daft istriférus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala
desa/kepala kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang
berwajib, serendah-rendahnya camat.

Pada uraian yuridis perceraian di atas, sudah jelas beberapa
ketentuan yang imengaturnyay bilajterdapat ®egawai Negeri
Sipil yang melangsungkan perceraian’harus dengan syarat
materil yang sesuaj dengan indangsundang di atas. Namun
ada perbedaan dengan hasil Putusan Pengadilan Agama
Wonosobo No." L1816/pdt.” LG/2015/~PA.WSB, selaku
Termohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa
adanya surat keterangan pun tetap dipersidangkan hingga
putusan.''

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan
tersebut, Termohon dengan inisiatifnya hanya menggantikan
surat keterangan menanggung resiko apapun atas Pegawai
Negeri Sipilnya sebagai pengganti atas surat keterangan dari

' Muhammad Amin Suma,. Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan
Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 699.

14 Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/ PA.WSB.
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atasannya. Adanya surat keterangan dari atasan memang
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.
No. 45 Tahun 1990. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung
No. 5 Tahun 1984 selaku petunjuk pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 1990. Agar hakim menginstruksikan lebih
dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan
cerai untuk mendapatkan izin atau keterangan sehingga
sidang ditunda 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi.
Seharusnya Hakim memberikan peringatan kepada yang
bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian
sebagai Pegawai ANegeri—Sipil. Dan dilanjutkan pada
persidangan beriklithya.

Dalam hal ini, Termohon telaly melakukan indisipliner dan
menyalahi peratiran, “ataw —perundang-undangan yang
berlaku. Setelah |penulis| melakukan interview langsung
kepada Termohon” yang bersangkutan, bahwa Termohon
tidak mengajukan||izin| |kepada atasannya. Penulis
berpandangan, bahwa apa yang dilakukan hakim Pengadilan
Agamd Wonosobg [stdal) betusalia /maksSimal yang mana
dalam proses acara persidangan hakim telah melakukan
upaya perdamaian_di antara, pemohon dan termohon. Serta
dalam persidangan ini Hakim telah mengingatkan kepada
Termohon'tentang Peraturan-Pemerifitah Nomor 45 Tahun
1990 mengenai prosedur izin perkawinan dan perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam hal ini yang
bersangkutan mengabaikannya dan secara otomatis
Termohon telah melakukan indisipliner sebagai Pegawai
Negeri Sipil.'!?

Di sini Hakim berpendapat, bahwa sanksi tersebut kembali
kepada individu yang bersangkutan dengan instansi Pegawai
Negeri Sipil dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahunl1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan

15 1bid.
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Agama sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya
terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)
No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.!'® Dan juga, hal ini
merupakan kekuasaan mutlak (absolute) Pengadilan Agama
yang secara otonom berdiri sendiri tanpa intervensi dari
pihak manapun, sehingga Hakim berhak atas melanjutkan
persidangnnya hingga putusan.

b. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan.

Telah dijelaskan dimuka tentang pertimbangan Hakim yang
turut memutuskan perkara No. 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB
pada bab sebelumnya,-bahwa Pemohon dan Termohon tak
lagi cocok dalam beramah tangga, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dah tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga:

Bahwa berdasarkan—pertimbangan di atas, maka majlis
Hakim  dalam |“permusyawaratannya  berpendapat
permohonan Pemohon:t¢lah terbukti dan memenuhi alasan
perceraian sebagaimana dimaksud dalam penejelasan Pasal
39 ayat 2 Undang-Undang Noc1 | Fahun, 1974 Jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 huruf f KompilasisHukum\Islant, karena itu Permohonan
Pemohon patut dikabulkan.

Dikhawatirkan “‘apabila’ “Pengadilan™ Agama tidak
mengabulkan perceraiannya tersebut akan terjadi perzinahan
di luar pengetahuan Pemohon dan Termohon untuk
memenuhi biologisnya, kelak bila mendapatkan keturunan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Maka, filosofi
Hakim dalam hal ini adalah rasa keadilan bagi kedua belah
pihak yang ingin meresmikan perceraiannya dikarenakan
Pemohon dan Termohon tak dapat lagi meneruskan
hubungan perkawinannya dikarenakan tidak ada kecocokan
dan tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud, bahkan

¢ Ahmad Kuzari,. Nikah Sebagai Ikatan, (Jakarta; PT. RajaGrafindo
Persada, 1995), him. 143.
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sepantasnya Pemohon dan Termohon berpisah agar masing-
masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa
depannya masing-masing.!"’

2. Tinjanan Yuridis terhadap PP. NO. 45 TAHUN 1990 JO.
PP. NO. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan
yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat-diharapkan dapat menjadi teladan
yang baik bagi masyarakat dalam |tingkah laku, tindakan dan
ketaatan kepada perdturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil-haris‘menaati kewajiban tertentu dalam
hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu,
dan atau bermaksud melakukan perceraian.!'®

Meskipun dalamy--Kedaan [yang sangat terpaksa masih
dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari seorang
sepanjang:

1. Tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran/peraturan agama
yang dianutnya/kepercayaan ferhadap Tuhan Yang Maha
Esa yang [dihayatifiyal

2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. Disetujui oleh pihak-pihak yang besangkutan.'"

7 Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt, G/2015/ PA.WSB.

''¥ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan Hukum Positif,” jurnal Medina-Te, Jurnal Studi Isiam, Vol. 14, No,
1 (Juni 2016),hIm. 45-60.

9 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Istam dan
Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 699.
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Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan
rumah tangga atau keluarganya.Dalam pelaksanaannya,
beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tidak jelas. Pegawai negeri sipil tertentu yang seharusnya
terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap
ketentuan tersebut.Di samping itu ada kalanya pula pejabat
tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena
ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang
untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu
dipandang pertu melakukan penyempurnaan dengan menambah
dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 térsebut.’2°

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai
kejelasan tentang keharusan.mengajukan permintaan izin dalam
hal akan ada perceraiafy; larangan bagi Pegawai Negeri Sipil
wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian
gaji sebagi akibat\terjadinya percéraian yang diharapkan dapat
lebih menjamin keadjlan bagi kedua belah pihak.Perubahan
lainnya yang bersifat! méndasar-danvebih memberi kejelasan
terhadap ketentuanPeraturan_Pemerintah,Nomor 10 Tahun
1983 ialah mengenai~pengertianrhidup ‘bersama yang tidak
diatur sebelumnya.Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping
diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa
Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama.'?'

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.Mengingat faktor
penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor

120 Mohammad Daud Al, Hukum Islam: Pengantar limu Hukum dan Tawa
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him, 42-43.

12V Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, Hukwm Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Prenada Media, 2004), Edisi Pertama, hlm. 207.
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10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap
pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu
hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih
memberikan rasa keadilan, '

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil,
apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 dan peraturan pemerintah ini, dikenakan pula
hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang-Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Atas dasar pokok pikiran sebagai berikut di atas,
maka ditetapkan Peraturan’ Pemerintah ini untuk menjamin
keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang
perlu, mengeluarkan=petunjuk teknis tentang pelaksanaan izin
perkawinan dan perceraian/bagi Pegawai Negeri Sipil.'?

Peraturan Pemeérintah-Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang 1zin
Perkawinan) dan Perceraian.Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam
aturan tersebut Pegawat Negeri Sipil diatur tata cara
perkawinan dan percéraiani-Bagi/Pegawai Negeri Sipil yang
akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan pada
perundang-undangan dan ‘terlebili~duld mendapatkan izin dari
pejabat yang berwenang memberikan izin.

Perceraian akan semakin rumit apabila Pegawai Negeri
Sipil yang bercerai tidak disertai dengan izin dari atasannya.
Karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peratuaran Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi

122 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hrkum
Perceraian, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36.

'2 Hugnul Yagin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan
Melalui Media Telepon™ jurrmal Mimbar Keadilan, Vol.12, No2 (Agustus 2019 —
Januari 2020), hlm. 155-166.
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Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 diatur bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang akan bercerai harus mendapat izin dari atasannya.'?
Apabila pegawai negeri sipil disangka melakukan
pelanggaran maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diperiksa oleh
pejabat yang berwenang menghukum. Tidak hanya dikenai
sanksi karena melakukan perceraian tanpa izin atasannya saja
tetapi apabila terbukti melakukan kekerasan dalam rumah
tangga maka dikenai sanksi oleh pejabat yang berwenang
menghukumnya. Sanksinya dijatuhi salah satu hukuman
disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan perundangan perceraian secara sah ketika
perceraian itu dinyatakan di depan-sidang Pengadilan sesuai
dengan pasal 18 PP No.9Tahun 1975 yang berbunyi Perceraian
itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang
Pengadilan.19 Oleh kargnagitu perceraian yang dilakukan di
luar sidang Pengadilan-dianggap tidak pernah ada, sehingga
akibat hukum yang terjadi setelah.itw'tidak dilindungi dan tidak
dijamin oleh negara, karena peristiwa perceraian yang demikian
tidak memiliki kekuatan hukum tetap (inkrakh).'?®
bagi warga negara’ Republik-IndoneSia ‘vang beragama
Islam, dalam permasalahan-permasalahan tersebut di atas
terikat dengan ketentuaid yang-terdapat di dalam UU No. 7
tahun 1989. Akan tetapi bagi Pegawai Negeri Sipil, di dalam
bidang perkawinan berlaku*aturantambahan”, yaitu Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45
tahun 1990 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang
izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.'*
Pada perkembangannya, terdapat perubahan pasal pada PP
No. 10 tahun 1983 yang tidak lain dimaksudkan untuk lebih
memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Karena itu

124 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 352.

125 Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil,{Jakarta: Media Sarana Press, 1986). hlm. 65.

126 Ihid.
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dikeluarkan PP No. 45 tahun 1990 yang mengubah beberapa
ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1983. Dengan demikian,
maka pasal-pasal yang telah dirubah pada PP no. 10 tahun 1933
dianggap tidak berlaku lagi, sedangkan yang tidak dirubah
masih digunakan sebagai landasan hukum,

Pegawai Negkeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan
melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat,
dikenai aturan tambahan berupa kewajiban untuk menyertakan
izin pejabat terlebih dahulu. Setelah memperoleh izin tertulis
dari pejabat, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui
pengadilan setempat.'?’

Karena permintaan izin itu diajukan melalui saluran
hirarki, maka Pegawai-Negeri-Sipil yang bersangkutan tentu
akan melalui atasannya masing-niasing. Dalam Pasal 5 ayat |
dan 2 Peraturan Pemerintgh No. TQ Tahun 1983 disebutkan, *
Setiap atasan yang Ifienefima permintaan izin perceraian ini
wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada
pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-
lambatnya tiga bulan+/sghitung™mulai tanggal diterimanya
permintaan izin tersebut’”1?

Penjélasan Haxi Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa
atasan wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada
pejabat. Pertimbangan tersebut /harus mencantumkan hal-hal
yang dapat dipergunakan pleh pejabat dalam mengambil
keputusan, seperti-pérmintaan-izin-mi mempunyai dasar yang
kuat atau tidak. Sebagai bahan pertimbangan, atasan yang
bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang
bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat
memberikan keterangan yang meyakinkan.'?®

27 Musda Mulia, Pandangan [siam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga
Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 3.

1 1hid,

129 Daminikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia,
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015), hlm. 17.
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Setelah surat permintaan izin untuk melaksanakan
perceraian diterima oleh pejabat, pejabat mempunyai kewajiban
untuk mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang
dikemukakan serta pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-
syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut
kurang/tidak meyakinkan, maka pejabat harus meminta
keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil
yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak yang
dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. '

Sebelum pejabat memberikan keputusan sebagai jawaban
dari surat permintaan izin perceraian tersebut, pejabat
diharuskan untuk terlebilr dahulu berusaha untuk memperbaiki
kembali hubungan suami istri yangbersangkutan dengan cara
memanggil mereka secara langsung untuk memberikan nasihat
secara pribadi. Apabila tempat kedudukan pejabat dan tempat
suami/istri yang bersangkutan berjauhan, maka pejabat dapat
memerintahkan pejabat’ lain ““dalam lingkungannya untuk
berusaha merukunkan“kembali Jsuami istri tersebut. Untuk
mengabulkan atau menolak permintaan izin perceraian tersebut,
pejabat dapat mendelegasikan-sebagian wewenangnya kepada
pejabat lain dalam lingkungannya.

Pejabat tidak dapat.memberiijinseenaknya sendiri dengan
memberikan izin j untuk-, bercerais~ tetapi pejabat dapat
memberikan izin untuk’melakukan-perceraian apabila terdapat
alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1983 yang telah dijelaskan.!*!

Pejabat tidak memberikan izin untuk melakukan perceraian
dikarenakan cacat badan atau penyakit yang diderita istri
sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

(Jakarta:

130 Kamal Muctar, Asas-Asas Hukum fslam tentang Perkawinan, cet ke-l,
Bulan Bintang, 1974}, hlm. 31.

Bl Jbid.
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pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya
perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri. Akan tetapi menurut Pasal 7 ayat 2
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983,'* pejabat tidak
memberikan izin terhadap perceraian dikarenakan cacat badan
atau penyakit yang diderita istri sehingga tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam bagian
penjelasan disebutkan bahwa perceraian yang disebabkan
dengan alasan istri menimpa musibah tersebut tidaklah
memberikan keteladanan yang baik, oleh karena itu izin untuk
bercerai dengan alasan—tersebut. tidak diberikan, meskipun
ketentuan dalam perundang-undangan memungkinkannya.

Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau
kehidupan Pegawai Negeri Sipil bertujuan agar setiap Pegawai
Negeri Sipil akan meénjadi lebiby disiplin dan terhindar dari
perbuatan-perbuatan tercela\yang"akan menghilangkan makna
ketauladanan.6 Salah-satu ketentuan yang berkaitan erat dengan
peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
ketentuari yang | mehgatur _tatd |cara /melakukan dan atau
pemberian izin oleh atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil
yang akan melakukaiTperceraian di'Pengadilan Agama.'??

Berdasarkan, ketentuan ,yang-ada, bahwa seorang yang
hendak bercerai terlebih "daliulu“hards " melakukan beberapa
ketentuan seperti, mengajukan permohonan secara tertulis
disertai aJasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah
tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang
terdahulu, surat-surat izin yang di perlukan dan lain sebagainya
sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ada.

2Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian

Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 49

3 Martiman Prodjohamidjojo, Hukwm Perkawinan Indonesia,(Jakana:

Legal Publishing, 2002) hal. 46.
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Setelah itu maka Pengadilan Agama akan memeriksa hal-
hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengeluarkan
penetapan yang berbentuk putusan perceraian, dan apabila
pemohon berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka
tentunya harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 2 masih
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,

menyebutkan:'>*

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari
Pegawai Negeri Sipil  dalam’lingkungannya, baik untuk
melakukan Perceraian, @taudintuk beristri lebih dari seorang,
mauvpun untuk menjadi istri_kedua atau ketiga atau keempat,
wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada
pejabat melalui saluran‘hirarki dalam jangka waktu selambat-
lambat 3 bulan terhitung, mulai, tanggal ia menerima
permintaan izin dimaksud”."*

Maksud dari,substanisi-Rasali atas bahwa, bagi seorang
Pegawai Negeéri Sipil yang hendak bercerai, untuk memenuhi
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan(sesuai dengan uraian di
atas), dan diwajibkan mengajukan permohaonan izin melakukan
perceraian  kepada'—pejabat " Lyang’ | berwenang dengan
memberikan alasan-alasan yang tepat dan jelas. Maka bagi
setiap pejabat yang menerima permohonan izin dari
bawahannya yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu
wajib memberikan pertimbangan secara tertulis dan pejabat
tersebut harus mencantumkan dan memuat hal-hal yang
digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah
permintaan itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

¥ Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang fzin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil, him. 6.

13 Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
(Banjarmasin:Media Sarana, 1986). Hlm. 276.
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Kemudian sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan
yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau
istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang
dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.'*

Secara jelas disebutkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai
diwajibkan mendapat izin dari atasannya sebagai pemenuhan
salah satu syarat kumulatif, akan tetapi berdasarkan realitas
dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, bahwa hakim
akan tetap memeriksa, juga mengadili permohonan cerai
tersebut, bahkan mengeluarkan penetapan yang berbentuk
putusan cerai, kendati Pemohon tidak mencantumkan surat
keterangan izin cerai dari-atasannya.

Sesungguhnya apgbila ditemukan terdapat kurangnya salah
satu syarat, berupa |surat keterangan izin dari atasan, maka
sudah seharusnya hakim sebagai| panglima garda terdepan
penegak hukum di Fanah |pengadilan, memiliki wewenang
untuk bisa menolak memeriksa perkara yang diajukan, bahkan
untuk tidak memberikan pttusan<erai dengan dalih dan alasan
permohonan yang diajukan pemohon tersebut cacat
bersyarat}!*?

Menanggapi fenomena tersebut, cenderung nampak
adanya indikasi | prebabilitas/ \,penyimpangan (devisiasi)
terhadap legitimasi-undang-undang dan otoritas hakim, dari
beberapa alasan tidak “adanya-surat’izin atasan oleh Pegawai
Negeri Sipil yang akan bercerai, maka pertimbangan hakim di
atas yang digunakan sebagai penetapan atas diperbolehkannya
untuk melakukan perceraian, kemudian belumlah cukup untuk
dijadikan sebagai syarat untuk diterimanya permohonan untuk
melakukan perceraian, dalam hal ini lebih lanjut penulis
berdasarkan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

him, 54.

136 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Pertja, 1987).

37 Moekiyat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,

1989). him. 24.
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1990 Pasal 3 tentang kewajiban izin perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil pada atasan, mengangap bahwa hakim dalam
pertimbangannya seharusnya memperhatikan adanya perizinan
dari atasan seorang Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian.!*®

Izin untuk bercerai juga tidak diberikan apabila tidak
bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak adanya alasan
sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan yang ada, atau
dikarenakan alasan yang disampaikan bertentangan dengan
akal sehat.!*

Sedangkan Pegawai negeri sipil yang berkedudukan
sebagai tergugat wajib memberitahukan tertulis adanya gugatan
perceraian dari suami .atau istrinya melalui saluran hirarki
kepada pejabat untuk |mendapatkan |surat keterangan, dalam
waktu selambat-lambatnya‘enamrhari kerja setelah ia menerima
gugatan perceraian. Cafa menyampaikan surat pemberitahuan
adanya gugatan perceraian-—dari suamifistri tersebut
dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat
permintaan izin perceraian.

Sebagai upaya untuk- meningkatkan ‘kedisiplinan demi
menciptakan ketertiban, dalam perkawinan dan perceraian
Pegawai Negeri Sipil, maka-ditetapkanlah ketentuan-ketentuan
berupa sanksi yang—dijatuhkan—bagi- pihak-pihak (Pegewai
Negeri Sipil) yang melakuKan pelanggdran telah diatur di dalam
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 6 yang
menyatakan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 1
Hukuman ringan, 2 Hukuman sedang, 3 Hukuman berat,'*°

13 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2005). hlm.40-43.

13 Rachmadi Ustman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekelnargaan
di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006). Cetakan I, him. 87.

108 0erjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung :
CV. Ramadja Karya, 1988). hal 80.
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Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
disebutkan sanksi apabila seorang Pegawai Negeri Sipil
melakukan perceraian tanpa memperoleh izin, yakni dijatuhi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Sankst ini berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat dan tidak
menyertakan surat izin melakukan perceraian ataupun sebagai
tergugat yang tidak menyertakan surat keterangan dari
pejabat.!¥

Sanksi juga diberikan kepada atasan yang tidak
memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan
izin atau pemberitahuan adanya, gugatan perceraian untuk
melakukan perceraian, dan atau| untuk beristri lebih dari
seorang, dalam jangka waktw sclambat-lambatnya tiga bulan
setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan
adanya gugatan perceraian

Pejabat yang |tidak’’memberikan keputusan terhadap
permintaan izin pércergian dtau tidak memberikan surat
keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan cerai dalam
jangka wakin| stlambat{lambatriya ™~ tiga “bulan setelah ia
menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan
perceraian juga dapathmendapatkan\sanksi. Sanksi yang dapat
dijatuhkan adalah-, salah_,satus<hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturdn‘Pemerintali-™No/30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.!*?

Pada uraian yuridis perceraian di atas, sudah jelas beberapa
ketentuan yang mengaturnya, bila terdapat Pegawai Negeri
Sipil yang melangsungkan perceraian harus dengan syarat
materil yang sesuai dengan undang-undang di atas. Namun ada
perbedaan dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Wonosobo
No. 1816/PDT. G/2015/ PA.WSB, selaku Termohon tercatat

14 Ibid. him. 81.

"2 M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). him. 216,
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sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa adanya surat keterangan
pun tetap dipersidangkan hingga putusan.

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan
tersebut, Termohon dengan inisiatifnya hanya menggantikan
surat keterangan menanggung resiko apapun atas Pegawai
Negeri Sipilnya sebagai pengganti atas surat keterangan dari
atasannya. Adanya surat keterangan dari atasan memang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45
Tahun 1990. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5
Tahun 1984 selaku petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
1990. Agar hakim menginstruksikan lebih dahulu kepada
Pegawai Negeri Sipil /yang mgnerima gugatan cerai untuk
mendapatkan izin atau Keterangan sehingga sidang ditunda 6
(enam) bulan dan tidak; diperpanjang|lagi. Seharusnya Hakim
memberikan peringatan kepada yang’bersangkutan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor| 10 Tahun 1983 yang memuat
sanksi-sanksi pemberhentian’sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Dan dilanjutkan pada persidangan berikutnya.

Dalam hal ini, Termohon telah melakukan indisipliner dan
menyalahi peratiran ‘atau-perundang-undangan-yang berlaku.
Termohon tidak mengajukan izin kepada atasannya. Penulis
berpandangan, bahwa -apa.yang-dilakukan hakim Pengadilan
Agama Wonosobe sudah berusaha-maksimal yang mana dalam
proses acara persidangan” ‘hakimr “telah melakukan upaya
perdamaian di antara pemohon dan termohon. Serta dalam
persidangan ini Hakim telah mengingatkan kepada Termohon
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai
prosedur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil. Akan tetapi dalam hal ini yang bersangkutan
mengabaikannya dan secara otomatis Termohon telah
melakukan indisipliner sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di sini Hakim berpendapat, bahwa sanksi tersebut kembali
kepada individu yang bersangkutan dengan instansi Pegawai
Negeri Sipil dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan Agama
sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya terdapat



96

dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun
1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983. Dan juga, hal ini merupakan kekuasaan
mutlak (absolute) Pengadilan Agama yang secara otonom
berdiri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga
Hakim berhak atas melanjutkan persidangnnya hingga putusan.

Telah dijelaskan dimuka tentang pertimbangan Hakim
yang turut memutuskan perkara No. 1816/PDT. G/2015/
PA.WSB pada bab sebelumnya, bahwa Pemohon dan
Termohon tak lagi cocok dalam berumah tangga, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga. Dibuktikan dalam
permohonannya point—4 —dan—kebenaran pengakuan oleh
Termohon dan diperkiat oleh saksi+saksi.

Bahwa berdasarkan epertimbatigan di atas, maka majlis
Hakim dalam permu§yawaratannya berpendapat permohonan
Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian
sebagaimana dimaksud dalam_penejelasan Pasal 39 ayat 2
Undang-Undang No. 1 |Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hikum, I§lam, [Karéna| ité~ Permichonan Pemohon
patut dikabulkan.

Dikhawatirkan ~apabila-\ Pengadilan Agama tidak
mengabulkan, perceraiannya tersebut akan terjadi perzinahan di
luar pengetahuan ‘Pemehon dan- TermGlion untuk memenuhi
biologisnya, kelak bila mendapatkan keturunan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Maka, filosofi Hakim
dalam hal ini adalah rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang
ingin meresmikan perceraiannya dikarenakan Pemohon dan
Termohon tak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya
dikarenakan tidak ada kecocokan dan tujuan dari perkawinan
tidak dapat terwujud, bahkan sepantasnya Pemohon dan
Termohon berpisah agar masing-masing pihak dapat dengan
leluasa menentukan masa depannya masing-masing.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor:
1816/pdt. G/2015/ PA.WSB. mengenai perceraian Pegawai
Negeri sipil Tanpa Izin Atasan berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal

19 huruf (f) Peraturan_Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974
tenta ng Perkawinan yaitu tidak adanya lagi kecocokan di antara
kedua belah pihak yang merupakan tujuan dari perkawinan.
Selain itu, meskipun tanpa adnya Surat izin dari atasan,atas
peringatan dari hakiny pemohon> telah menyatakan siap
menanggung segala resikd|/yang/telah di buat sesuai surat
keterangan bertanggal 17 Mei 2015.

Pertimbangan | Hakim /dalam_meémuttskan perkara Nomor:
1816/pdt. G/2015/ PA.WSB. di atas telah sesuai dengan hukum
formil dan materiil yang'menjddi\dasar beracara di Pengadilan
Agama karena telah-berdasar pada Pasal,l Undang-Undang
Nomor: 1 Tahun"1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Adapun pengantian surat izin dari atasan menjadi
surat keterangan oleh pemohon atas peringatan dari hakim juga
telah sesuai dengan butir ke-5 SEMA Nomor: 5 Tahun 1984
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor:
10 Tahun 1983,
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B. Saran

1. Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, seharusnya tetap memenuhi
aturan yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10
Tahun 1983 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil ketika
mengajukan perkara Perceraian di Pengadilan Agama.

2. Bagi MA, hendaknya mensosialisasikan SEMA Nomor: 5
Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 agar tidak terjadi
kesalahfahaman di masyarakat.
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pula hvkumasn disdplin hickt | berdaserkan | Fersturan Pemsrintah Nemor 30
Tahes 1940 featany Zenaturan Didiplis Pegawal Negaxd i),

PASAL DEMI PABAL
1 Pasal ]
Ayat (1) « i
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 Salakokan percesaian, yalte bagl Papawal Hegepl 35U yung menge
. jnkad FUTMAL Terceralin (CengEurs Q) walh mamparcid itin lsbfy
Cahuly [farl Fejabat, sedmgkanubap] Fegumat Negerd Bipl yang.
wenericR gugatan perceralan {lergogst) waMb mempercleh strst
* ketorangen lebin dahuly dexd Pefabat nbﬁun‘ malekukan percaratan,

Ayst (1) .
Permintean frin percerafan dislukan clsh pangguget Xepads Palibat
secira taxulls melatel sslursn hlerarkd ssdangyan tergugat wald

memberitabukan ..,
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Dazberitahukan. sdinys gugatan perceradan dasi suscdfistrl skeara
tertulls falalul saluran hlersydd dalam fargks waktu salambat-lam-
batnya enam Barl kerje aefslah menerima gogatsn percerainn,

Azt oy
Culkyp Jolis

2. Pasal 4
Ayt (1)
. é\:ku;: L HE ]

AFer (2)
Ewtestcany = S4BFanding pesgerthh| babwa relemi bitkedudukan
[Ibls‘!l a3t keduaiketiga/Xenmpat diiareng menfedi Peapawel Nager! .
Sl

Ayat ()
Cukep L

A¥it 18

‘3. Pesid 13

Ayat @)

_ \eukup Jiag

byt A1)
Srtley” stasan yang menrina-periaiotan \icty uptuk. celakakens per-
eiTuan’ atin ‘mituk derlsted LbDN ¢k aeorang wefld tembardkan
pertinbangisi-secara teztulls kepads Pefabat,
Festiatingan ft0’ burus: Benvel-hai-Hud-yung, Sapat, diguosken oleh
Pefavat 1dilan Deogecbll keputusan, epakeh penzinta- fxla it
mezpunysl daser yang ¥ust atsd tidak,
Sebagal bahun dalza mambust partiohangan, atsian yang bersang-
kolan dapsf meiloth ketarangan darf sascd/latr] yivig bersangkutan -
atau/ dirl piak’lidn ying. dipsndang dapst oecberikan Reterangan
yung Seyskinkin,

4 Prsal .o
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i, Poadd &
Ayst (1)
Cukup jelas

Ayat (1)
‘Cukop jels

Ayt ()
Culczp jelis

Ayat (3)
Cukup falid
Ayst (3)
Sukup laliy
Ayat (9}
-Cukup jalna
Ayst (T)
Cukup Jalas
‘5, Pussl 8

Ayat (1)
Cukap jaln

Ayat (2)
Cutlep jalan
Ayat (3)
Cukup felsa
§..Pamdnll. . .
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayl (2) .
Cukup. jelas.,
Ayat (J) .
Cukup felas

Kyat {4} ...
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Ayat.in.
“Cukp; jales
V. Pasil- 13
“Cekep falns
IS TH AR X
targ dimexsud dengen Fidup brsane scalib pelakuksn hubuogan si-

eged yuan) fstrt @ lvar Satan peckawinen yang sah yeog seclah-cleh .

seiakin suaby e MErgal
5 Pagdd, 88
Ayat (I} .
‘Gulp e
A'yn {1):+
Gulasp falai.
Ayat:(3),
A5, penal’ 8,
M. Paand, 19,
Ayar Q.

-Ap (D)
- Culcufi {alss
Faand I
CaXiip jelad

TAMBARAN LEMBARAR NROARA RRPOSLIR INDONBSLA EOMOR M4 .
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FAXUUIAS | FROGRAMSTUD)
ILMU AGAMA ISLAM | ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

7, Dpmaenan Eorta o 2ELERUAT YOGVARARIA | Webnite: muyevitlanficrsl acid
Tl Cafag AT SIEY | Bradmuguacid

Nomor : 016/ PS- MIAI/1/2021
Yogyakarta, 25 Februari 2021

Hal :Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
di-
Temipat
Assolaomu’alaikum Wr. Wb

Prodi Ilmu AgamasiIslam Program Magister Fakultas Ilmu
Agama  Islam Uniyersitas | Islam Indonesia  Yogyakarta
menyatakan bahwa;

NAMA £ Ahmadi

NIM : 19913015
KONSENTRASI| | : Hikum Islam
NO HP : 0813644883346

adalah Mahaslswa . Prodl/ llmu(Agama Islam Program Maglster
Fakultas Iimu Agama”Istam-Universitas Islam Indonesla dan saat inl
yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesls
dengan'judul: ¥ Patusan_Perceraian Pegawai Negri 51pil Tanpa 1zin
Atasan,

Schubungan dengandhal tersebuf, kdmi mohon kepada Bapak/tbu untuk
memberikan Jzin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian’
di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpids

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan‘terima kasih.

Wossolomu’ alaikum Wr.Wb
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PENGADILAN AGAMA WONOSOBD KELAS 1A

s ;atan Mayjed 1 BimbangSugengkm 3 tlp / Faks {0286) 321054, 3325236

‘Website: yww Bawenosobo ggiidemail: pa.web.yahoo,co.id
JAWA TENGAH.

SURAT K ETER ANGAN PENELITI.AN

Nomor: W 11-A S/09&14M,01111/2021

‘Pit Ketua Pengad:lan Agama Wonosobo menerangk:m dengan

‘scbenamya bahwa: X

Nama- : Ahmadi

Nim: 119913015

Program ‘Studi. :Mnglslcr Imu Agama Islam

Usiiversitas :UnRiversitas Islam Indonesia

Alasiat .Padnng Kamal, Palou Merbau, Memnu Riau

Telah’; melakukan ‘penclition /betupa pcnclman dokumentasi Jdan
pcngamhxlan data-data di: Pcngadllan Agama Wondsobo dalam mngka
menyustist* fesis:PUTUSAN /PERCERAIAN SIPIL TANPA :1ZIN.
ATASAN (stud: ‘dokumen nomer 1816/PDT. GIZOlSIPA -WSB)-
Demikian sumt Keterangair inldiuatiintuk d:pcrgunakan scbagalmana
.mesimya.

Yassilain
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FAXUCAS | PROGRAM STLDI
{LMU AGAMA ISLAM | MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

A Domangsn Baru Na 34 Lardai e YOGYARAATA Wiebtria rmunseralymicdiac i
Teip dan Fan D27 4] 523647 ot mrvcra ac

SURAT KETERANGAN HASIL
CEK PLAGIASI
No: 64/Perpus/DMIAI/VII/ 2021

Assolamu’alatkum Wr. Wh.

Dengan inf mencrangkan baliwa :

Nama : Ahmadi

Nomor Induk Mahasiswa 19913015

Konsentrasi 2 HukumrIslam

Doscn Pembimbing : Dr. Drs. Yusdapi, MLAg
Fakultas/Prodi : MIALFIAI UIL

Judul Tesis :

PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERL SIPIL-TANPA IZIN ATASAN

{setud] Putusan Nomor 1016/PDT.G/2015/PA.WSB) Karya llmlah yang bersangkutan di
atas telah melalul proses cek plaglasl menggunakan Turnitin dengan hasil kemlripan:
(sImllarity) besar 18 persen [delapan belas ). %.

Demikian surat keterangan ini>dibuat agar dopat dipergunakan sebagaimana
mestinya. o o

Wassalomu’olatkumWr, Wh.

Yogyakarta, 14-Juli 2021
Kaprodi MIAL

Dr, Junanah, MIS



121

CURUCULUM VITAE PENELITIAN

Narha, : Ahmadi
NIM 1 19913015
E-Mail : Ahmadi07079(@gmail.com

Tempat & Tgt Lahir : Padang Kamal, 07 Juli 1995

Alamat! : Desa Padang Kamal, Kecamatan® Merbau, Kabupatcn
Meranti, Provinsi Rmu

.RIWAYAT PENDIDIKAN

‘Formal.

3001-2007 : MI Tarbiyatuf Hasahahy

2007-2010, : MTs Tarbiyatul Hasanah

2010-2013 t MA"An;Nawawi Berjan

1200 i STAT AR Nivavi Pirvor

NAMA ORANG TUA

Avah ;' Waslaf

tbu : Jurhiati



